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ABSTRAK 
SUKARDI RESKIAWAN. E 111 12 08. KONFLIK AGRARIA: Studi Pada 
PTPN XIV Dengan Serikat Tani Polongbangkeng Di Kecamatan 
Polongbangkeg Utara Kabupaten Takalar Dibawah bimbingan Prof. Dr. 
Armin Arsyad, M.Si sebagai Pembimbing I dan Drs. H. A. Yakub , M.Si 
sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan : 1) faktor-faktor penyebab 
konflik agraria antara PTPN XIV dengan Serikat Tani Polongbangkeng 
(STP) di Kecamatan  Polongbangkeng  Utara. 2) peran pemerintah 
daerah dalam penyelesaian dan mediasi konflik agraria antara PTPN 
dengan Serikat Tani Polongbangkeng di Kecamatan Polongbangkeng 
Utara Kabupaten Takalar. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif 
dan dasar penelitian studi kasus untuk penganalisaaan yang lebih 
mendalam terhadap gejala yang terjadi.Penelitian di lakukan di Desa 
Ko’mara Kecamatan Polongbangkeng Utara dengan jenis data berupa 
data primer dan data sekunder. Instrumen penelitian yang digunakan ialah 
penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara 
serta telaah dokumen. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) faktor-faktor yang menjadi 
pemicu konflik antara masyarakat dengan pihak PTPN XIV Takalar (pihak 
keamanan) selama ini ialah faktor klaim hak kepemilikan oleh masyarakat 
berupa daftar rinci, surat keterangan dan bukti pembayaran pajak bumi 
dan bangunan. Sementara pihak PTPN XIV Takalar tetap mengacu pada 
HGU yang telah diserahkan oleh perusahaan sebelumnya atas 
kesepakatan dan perjanjian yang telah dilakukan dengan pihak 
pemerintah. 2) peran pemerintah dalam melakukan penyelesaian konflik 
agraria antara masyarakat dengan pihak PTPN XIV Takalar (pihak 
keamanan) ialah berupa mediasi melalui forum-forum diskusi dan 
pertemuan yang melibatkan kedua belah pihak (petani dan PTPN XIV 
Takalar) serta pihak lain yang memiliki kepentingan yang sama yang 
dilakukan oleh pemerintah. Selain itu proses konsolidasi dan konsoliasi 
yang dilakukan pemerintah dengan memberikan izin dalam membentuk 
wadah organisasi Sarikat Tani Polongbangkeng (STP) yang diprakarsai 
oleh para petani dari seluruh desa di Kecamatan Polongbangkeng Utara 
Kabupaten Takalar. 
 
 
 
Kata Kunci : Konflik, Agraria, STP dan PTPN XIV  
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ABSTRAC 
 
Sukardi Reskiawan. E 111 12 008. AGRARIAN CONFLICT: A Study on PTPN 
XIV With Farmers Union Polongbangkeng In District North Polongbangkeng 
Kabupaten Takalar Under the guidance of Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si as first 
counselor and Drs. H. A. Yakub, M.Si as supervisor II.  
 This study aims to describe: 1. The causative factors of agrarian conflict 
between PTPN XIV with Polongbangkeng in the District Farmers Union North 
Polongbangkeng Takalar. 2. What is the role of local government in the 
settlementand mediation of agrarian conflicts between PTPN XIV with Farmers 
Union Polongbangkeng In District North Polongbangkeng Takalar. 
 This study used a qualitative method with case study approach or 
phenomena for deeper analysis of the symptoms that occur. Researchd one in the 
village of Ko 'mara District of North Polongbangkeng with the type of data in the 
form of primary data and secondary data. The research instrument used was a 
field research with data collection through observation and interviews and review 
of documents. 
 The results showd that: 1. Factors that lead to conflict between 
communities and PTPN XIV Takalar (the security forces) during this time is a 
factor claim rights of ownership by the community in the for mof a detailed list, 
certificate and proof of payment of property tax. While the PTPN XIV Takalar 
still refer to the building rights that have been submitted by the company in 
advance of the agree mentand the agreement that has beend one by the 
government. 2. The role and efforts of the government in the resolution of 
conflicts between communities and PTPN XIV Takalar (security) is in the form of 
mediation through discussion forums and meetings involving both parties (farmer 
sand PTPN XIV Takalar) and others who have the same importance by the 
government. In addition the process of consolidation of the government invitation 
gave permission in forming the umbrella organization of the Peasant Union 
Polongbangkeng initiated by farmers of all villages in the district of nort hern 
Polongbangkeng.  
 
 
Keywords: Conflict, Agricultural, STP and PTPN XIV. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
 
Konflik antara petani dan Pabrik Gula di Polongbangkeng Utara 
terjadi karena perubahan pemilikan lahan.1 Kehadiran industri gula 
tersebut mengakibatkan konflik antar masyarakat dan pemerintah serta 
pihak perusahaan gula. Konflik di perkebunan tebu Takalar, yang 
merupakan salah satu dari tiga perusahaan perkebunan milik Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN). Masyarakat Polongbangkeng Utara 
bertumpu pada sektor pertanian sebagai sumber kehidupannya, tradisi 
bertani sudah sekian lama dipertahankan oleh warga masyarakat 
Polongbangkeng Utara untuk bertahan hidup.  
Setelah Indonesia merdeka dan Polongbangkeng Utara masuk 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tahun 1960 sebagian 
besar petani Polongbangkeng Utara sudah di kenakan wajib pajak ini 
dibuktikan dengan adanya pembayaran pajak yang diserahkan oleh petani 
pemilik tanah kepada pemerintah daerah Takalar. Di awal tahun 1970-an -
Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah 
daerah Takalar menginisasi pembangunan industri gula di daerah melalui 
PPIG (Proyek Pembangunan Industri Gula). Proyek ini berlangsung 
sempurna hingga akhirnya pemerintah Daerah Takalar bersama PT. Madu 
Baru Pabrik Agraria ditahun 1978 mulai melakukan proses pembebasan 
                                                             
1
 Bambang Sulistyo Edi, (Konflik-konflik Tanah di Perkebunan Tebu Pabrik Gula 
Takalar).Hal. 12.  
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tanah petani dengan ganti rugi sebesar Rp.10,-/M². Karena adanya 
masalah dalam proses pembebasan tanah sehingga ditahun 1980 PT. 
Madu Baru hengkang, kemudian digantikan oleh Pabrik milik Negara PTP 
XXIV-XXV untuk meneruskan proses pembebasan tanah dan 
pembangunan industri gula dengan jangka waktu selama 25 tahun.  
Keberhasilan pemerintah daerah Takalar dan Perusahaan gula 
menguasai tanah petani dilandasi dengan Hak Guna Usaha (HGU) 
selama 25 tahun. Dalam proses pemberian ganti lahan pemerintah 
menetapkan secara sepihak nilai ganti rugi sebesar Rp. 60,/M2 hingga 
menimbulkan protes dan penolakan besar-besaran dari petani.  
Karena begitu kuatnya tekanan pemerintah daerah dan pihak 
perusahaan gula sehingga pabrik gula PTP XXIV-XXV dapat di bangun di 
tahun 1982. Pabrik Gula di Polongbangkeng Utara dalam perjalanannya 
beberapa kali berganti nama. Tanah yang di kuasai oleh negara dalam 
waktu lama mengakibatkan perubahan yang cukup besar bagi kehidupan 
petani di Polongbangkeng utara. Kurangnya tanah untuk di jadikan lahan 
garapan mengakibatkan kesengsaraan bagi petani Polongbangkeng 
Utara. Karena keadaan yang semakin memburuk bagi petani. Di tahun 
2005 HGU pabrik gula telah berakhir, namun tanah petani tidak kunjung di 
kembalikan sehingga petani melakukan perlawanan terhadap pihak pabrik 
gula, perlawanan tersebut terus berlangsung ditahun 2007, dua tahun 
lewat dari batas HGU, tetap tak ada kejelasan atas pengembalian tanah 
petani. Petani melakukan aksi pendudukan terhadap lahan yang telah 
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ditanami tebu oleh pihak Pabrik Gula Takalar, selain itu pembakaran 
lahan, pendudukan dan pematokan areal perkebunan, pengalihan fungsi 
lahan menjadi  persawahan, ternak dilepaskan di perkebunan tebu, serta 
penggagalan pembibitan lahan tebu merupakan bentuk protes petani guna 
memperoleh kembali tanah mereka. Sampai ditahun 2009 menjadi puncak 
perlawanan petani Polongbangkeng Utara hingga dalam perjalanan 
perlawanan petani Polongbangkeng Utara membentuk sebuah forum yang 
mereka sebut “Forum Rakyat Polongbangkeng Bersatu” (FRPB) yang 
kemudian berganti nama dengan Serikat Tani Polongbangkeng (STP) . 
Terbentuknya organisasi tani STP telah banyak memberikan 
pengaruh terhadap strategi dan pola perlawanan petani dalam 
mempertahankan hak-hak anggotanya, berbagai persoalan kaum tani di 
Polongbangkeng. Yang melatar belakangi perlawanan petani terhadap 
PTPN XIV hingga terbentuknya organisasi menjadi hal yang penting untuk 
di ketahui. Perlawanan petani yang telah melalui berbagai tahap 
perlawanan mulai dari fase di mana perlawanan petani hanya gambaran 
terhadap spontanitas sikap petani Polongbangkeng terhadap penguasaan 
lahan oleh PTPN XIV hingga terbentuknya wadah atau organisasi petani 
menjadi hal yang juga menarik untuk kita ketahui sebagai strategi kaum 
tani dalam perlawanan petani dalam memperjuangkan haknya atas tanah. 
Konflik yang terjadi di Kecamatan Polongbangkeng Utara 
Kabupaten Takalar adalah gambaran ketidakadilan pengelolaan agraria 
dan sumber daya alam di Indonesia. Monopoli, perampasan tanah, 
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kekerasan, intimidasi, dan pengrusakan lahan menjadi kondisi buruk yang 
terus dialami khususnya petani di Polongbangkeng Utara Takalar  dan 
petani Indonesia pada umumnya. Luas areal PTPN XIV Takalar adalah 
6.782,15 ha yang mencakup 11 Desa, sedangkan kemampuan mengolah 
hanya sekitar 4.000 ha. Oleh karena itu, warga telah meminta agar lahan 
yang terlantar dapat dimanfaatkan kembali oleh warga sejak tahun 2007. 
Tuntutan ini telah ditanggapi oleh Pemerintah Daerah sejak tahun 2012, 
sehingga warga mendorong kerjasama dalam pemanfaatan lahan di Kec. 
Polongbangkeng Utara. Namun, apa yang mendorong pihak PTPN XIV 
sampai tega merusak sawah dan kebun-kebun warga yang telah dikelola 
dengan baik dan akan memasuki masa panen.2 
Proses pembebasan lahan yang cacat hukum, karena banyaknya 
ganti rugi yang tidak sesuai dengan harganya saat itu dan diputuskan 
tanpa melibatkan pemilik tanah. Sesuai dengan PERMEN DAGRI No. 15 
Tahun 1975 dan KEPRES No. 55 Tahun 1993: “Dalam pembebasan 
tanah tidak dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan oleh 
siapapun kepada pemegang haknya untuk menyerahkan tanah 
kepunyaannya dan/atau menerima imbalan yang tidak disetujuinya, 
karena dia berhak menolaknya. Pembebasan lahan batal demi hukum”. 
Negara menguasai tanah sesuai dengan Undang-undang Dasar 
1945 pasal 33 ayat (3), berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang 
                                                             
2
 http://www.walhi.or.id/konflik-agraria-antara-masyarakat-polongbangkeng-dengan-pt-pn-
xiv-perkebunan-tebu-pabrik-gula-takalar-sulawesi-selatan.html.Di akses Pada Tanggal 02 
Maret 2016.  
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terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-
besar untuk kemakmuran rakyat”. Negara tidak dapat memilki tanah 
sebagaimana perseorangan, meskipun Negara dapat menguasai. Prinsip 
ini ditafsirkan sebagai peran Negara. Berlandaskan dengan hukum ini 
maka Pemerintahlah yang melanggar hukum. Mempergunakan kekayaan 
alam tidak untuk kesejahteraan rakyat. Masyarakat benar di depan 
Undang-Undang Dasar 1945  (UUD 1945) sebagi hukum tertinggi Negara 
Indonesia. Kepemilikan/penguasaan oleh Negara dibenarkan jika untuk 
kepentingan umum atau fasilitas publik seperti: jalan umum, tempat 
ibadah, sekolah dan kantor. 
Bukti kepemilikan yang dipegang oleh masyarakat berupa: sejarah 
tanah, Rinci (bukti pembayaran pajak) dan ganti rugi dari pihak PTPN 
sejak tahun 1979- 1982. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 11 tahun 1959 
tentang pajak hasil bumi , menyatakan: “Yang wajib bayar pajak hasil bumi 
adalah mereka yang memilki hak kebendaan atas tanah. Selanjutnya: 
yang memilki hak kebendaan ialah mereka yang mempunyai hak punya 
atas tanah, termasuk hak milik, hak gadai dan hak tahunan, sehingga para 
penggarap tanah tidak merupakan wajib pajak”. Berdasarkan ketentuan 
pasal 4 UU No. 11 Tahun 1959, berdasarkan fakta tersebut, maka bukti 
pembayaran pajak merupakan bukti kepemilikan tanah. Sejarah tanah, 
salah satu bukti kepemilikan yang diatur dalam aturan Negara (Undang-
Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960). 
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Konflik agraria terjadi ketika eksistensi petani sebagai pengelolah  
sumber daya agraria beserta pola penguasaan atau kepemilikan terhadap  
tanah terancam oleh ekspansi kapital yang semakin modern semakin  
menjangkau desa-desa yang berarti lahan yang dikelola petani. Dalam  
hal ini petani sebagai masyarakat yang kekurangan pendidikan formal 
akan mengalami keterasingan ditanah sendiri akibat ekspansi dan  
kekurangan skill selain bertani, perubahan pola produksi yang sekaligus  
mengubah pola hubungan petani dengan sumber agraria sebagai lahan  
pertanian dan perkebunan. Berlarutnya setiap konflik agraria di Indonesia 
merupakan fakta yang nyata bahwa konflik agraria tidak mendapatkan 
perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri, tak 
terselesaikannya konflik agraria merupakan salah satu dasar yang 
rasional bagi masyarakat khususnya petani meragukan pemerintah yang 
merupakan keterwakilan dari masyarakat. 
Proses pembebasan lahan dilakukan dengan cara tidak adil, 
seperti: memanipulasi, dan tindakan intimidasi baik mental dan fisik. Politik 
peralihan perusahaan dan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) juga telah 
mengalihkan dari kepemilikan lahan oleh masyarakat menjadi lahan pihak 
PTPN XIV Takalar. Hingga pada tahun 2006, setelah 25 tahun menunggu 
ternyata lahan itu tidak dikembalikan, sehingga masyarakat mulai 
mempertanyakan dan meminta lahan mereka di kembalikan. Namun, 
pihak perusahaan tidak memenuhi permintaan masyarakat, bahkan 
mempertahankan penguasaannya atas lahan tersebut. Akhirnya 
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masyarakat mulai melakukan penguasaan dan mengelolah lahan sebagai 
lahan pertanian sejak tahun 2012 hingga sekarang. 
Tanda-tanda ekspektasi petani tersebut tidak dapat terwujud ketika 
keterlibatan aktor lokal dalam pembebasan lahan justru mengeksploitasi 
petani itu sendiri. Aktor-aktor lokal memanipulasi laporan penyelidikan 
atas tanah petani, seperti menambah jumlah material yang akan 
dibayarkan, meliputi jenis tanaman dan fungsi lahan. Modus kerjanya 
adalah merekayasa jenis-jenis tanaman yang ada dalam lokasi 
pembebasan lahan agar mendapatkan ganti rugi lebih banyak dan 
mendaftarkan tanah yang tidak produktif sebagai tanah produktif sehingga 
nilai ganti ruginya lebih tinggi. Keuntungan dari manipulasi ini jatuh ke 
tangan para aktor tersebut. Bahkan sebagian besar dana ganti rugi tidak 
sampai kepada petani. 
Paragraf di atas lebih dipertegas lagi dengan hasil penelitian 
Budianto yang dalam penelitiannya menjelaskan bahwa bentuk 
perlawanan petani melalui Serikat Tani Polongbangkeng (STP) dalam 
konflik agraria dengan PTPN XIV Takalar sebagai pemiliknya atas dasar 
kepemilikan dan penguasaan secara turun temurun serta batas waktu 
kontrak 25 tahun yang dipahami oleh mereka terhitung sejak tahun 1980. 
Di lain sisi, pihak PTPN XIV menguasai lahan dengan dasar kepemilikan 
Hak Guna Usaha (HGU). Selain dasar klaim kepemilikan yang 
menyebabkan perlawanan petani terhadap penguasaan lahan oleh PTPN 
XIV, faktor yang turut mendorong perlawanan petani, yaitu faktor sosial 
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ekonomi karena sejak penguasaan lahan oleh PTPN XIV, sangat banyak 
dampak negatif terhadap sosial ekonomi masyarakat.3 
Namun belum ada kepastian waktu proses pengembalian lahan 
tersebut. Adapun wacana pertemuan dengan semua stackeholder terkait 
dalam hal ini pemerintah Kab. Takalar, DPRD Kab. Takalar, Pihak PTPN, 
TNI, dan Serikat Tani Polongbangkeng (STP). Dan untuk proses 
pertemuan untuk membicarakan semua hal terkait aturan dan mekanisme 
pengelolaan lahan, PTPN menyerahkan sepenuhnya kepada STP untuk 
melakukan negosiasi kepada pemerintah Kab. Takalar.4 
Hasil penelitian yang turut memberikan penjelasan terbangunnya  
organisasi petani sebagaimana yang ditemukan oleh Heru Purwandari  
dalam Budianto tentang perlawanan tersamar petani menunjukkan bahwa 
petani sebagai entitas sosial dihadapkan pada tekanan struktural yang 
menghambat gerakan transformasi sosial. Ketertindasan petani yang 
dialami dalam bidang sosial, ekonomi dan politik memberikan peluang 
terbentuknya organisasi. Kompleksitas masalah yang dihadapi petani 
dalam fase tertentu sampai pada upaya pengorganisasian petani.5  
                                                             
3 Budianto, 2015, Tesis Penelitian Perlawanan Petani Dalam Konflik Agraria (Kasus 
Sengketa Lahan Masyarakat Polongbangkeng Utara Dengan PTPN XIV Takalar) Di 
Kabupaten Takalar.Hal 9 
4 http://www.catatankaki.info/fpr-wujudkan-reforma-agraria/.Di Akses Pada Tanggal 02 
Maret 2016.  
 
5 Budianto, 2015, Tesis Penelitian Perlawanan Petani Dalam Konflik Agraria (Kasus 
Sengketa Lahan Masyarakat Polongbangkeng Utara Dengan PTPN XIV Takalar) Di 
Kabupaten Takalar.Hal 10 
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Kemudian dipertegas dari hasil penelitian penulis bahwa 
keterlibatan aktor negara yang sangat berpengaruh dari proses mediasi 
melalui forum-forum diskusi dan pertemuan yang melibatkan kedua belah 
pihak (petani dan PTPN XIV Takalar) serta pihak lain yang memiliki 
kepentingan yang sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
(eksekutif, legislatif dan yudikatif) dan adanya upaya konsolidasi dan 
konsiliasi dalam membentuk wadah organisasi Serikat Tani 
Polongbangkeng (STP) yang diprakarsai oleh para petani dari seluruh 
desa di Kecamatan Polongbangkeng Utara yang diberikan oleh 
pemerintah.  
Gambaran dan situasi konflik di atas menjadi hal yang menarik  
untuk kita kaji, khususnya permasalahan yang melatar belakangi  
perlawanan dan terbangunnya organisasi petani. Penting juga mengetahui  
apa makna tanah bagi petani berkaitan dengan bangkitnya perlawanan  
petani, serta proses perlawanan yang dilakukan petani Polongbangkeng  
Utara sejak gerakan mengambil alih pengelolaan lahan sampai  
terbangunnya organisasi sebagai alat perjuangannya merupakan hal yang  
akan menjadi fokus dalam penelitian ini. 
Melalui penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada faktor-faktor 
penyebab konflik agraria, dampak sosial ekonomi dan peran pemerintah 
dalam penyelesaian dan mediasi konflik tersebut akan dikaji lebih jauh 
untuk mendapatkan pemahaman  dan gambaran situasi konkrit mengenai 
masaalah-masaalah yang  menyebabkan konflik agraria tersebut yang 
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diformulasikan dalam  judul sebagai berikut “Konflik Agraria (Studi Pada 
PTPN XIV Dengan Serikat Tani Polongbangkang (STP) Di Kecamatan 
Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar) “. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang di atas, maka adapun rumusan 
masalah dalam penelitia ini ialah: 
1.2.1 Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik 
agraria antara PTPN dengan Serikat Tani Polongbangkeng Di 
Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar? 
1.2.2 Bagaimana peran pemerintah daerah dalam penyelesaian dan 
mediasi konflik agraria antara PTPN dengan Serikat Tani 
Polongbangkeng Di Kecamatan Polongbangkeng Utara 
Kabupaten Takalar? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 
1.3.1 Untuk menggambarkan faktor-faktor penyebab konflik agraria 
antara PTPN XIV dengan Serikat Tani Polongbangkeng di 
Kecamatan  Polongbangkeng  Utara Kabupaten Takalar. 
1.3.2 Untuk menggambarkan peran pemerintah daerah dalam 
penyelesaian dan mediasi  konflik agraria antara PTPN XIV 
dengan Serikat Tani Polongbangkeng di Kecamatan 
Polongbangkeng Utara  Kabupaten Takalar. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
Secara akademis maupun praktis, hasil penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1.4.1 Manfaat Akademis : 
1.4.1.1 Menunjukkan secara ilmiah konflik agraria antara 
PTPN XIV  dengan Serikat Tani Polongbangkeng Di 
Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten 
Takalar. 
1.4.1.2 Dalam wilayah akademis, memperkaya khasanah 
kajian ilmu politik untuk  pengembangan keilmuan, 
khususnya politik kontemporer. 
1.4.2 Manfaat Praktis: 
1.4.2.1 Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat 
yang berminat dalam memahami realitas konflik 
agraria antara PTPN XIV dengan Serikat Tani  
Polongbangkeng di Kecamatan Polongbangkeng 
Utara Kabupaten Takalar. 
1.4.2.2 Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh 
gelar sarjana ilmu politik. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini yang akan dibahas ada tujuh aspek yaitu: Agraria, 
Konflik Agraria Politik Agraria, Teori Aktor Negara,Teori Konflik, Kerangka 
Pemikiran dan Skema Pemikiran. Ketujuh hal tersebut akan diuraikan 
lebih lanjut. 
 
2.1 Agraria 
 Sebelum kita menyentuh pada pembahasan mengenai konflik 
agraria, ada baiknya kita melihat dulu, apa yang dimaksud dengan 
agraria. Karena tidak semua orang memahami bahwa pengertian agraria 
cukup luas, dan tidak melulu berkaitan dengan masalah tanah.Menurut 
budi harsono dalam bukunya yang berjudul Hukum Agraria Indonesia 
menyatakan, bahwa pengertian agraria dalam Undang-Undang Pokok 
Agraria menganut arti luas  yaitu, bumi,air dan kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya. Batasan agraria dalam arti luas yang dianut 
dalam UUPA bermakna bahwa pengaturan/hukum mengenai agraria dan 
tidak hanya mengatur satu bidang hukum saja, tapi merupakan kelompok  
berbagai bidang hukum, yang masing-masingnya berkaitan dengan 
penguasaan Sumber Daya Alam. Diantaranya mencakup  tanah, 
kehutanan, perkebunan, air dan sumber daya alam lainnya.6 Pengertian ini 
dapat kita lengkapi bila kita merujuk pada salah satu batasan mengenai 
                                                             
6 Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Perkembangan Undang-Undang 
Pokok Agraria (Jakarta: Djambatan, 1999). Hal 6-7  
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SDA yang telah digagas oleh Kementrian Lingkungan Hidup RI tahun 
2006. Kementrian Lingkungan Hidup mendefinisikan Sumber Daya Alam 
adalah kesatuan tanah, air dan ruang udara, termasuk kekayaan alam 
yang ada di atas dan di dalamnya yang merupakan hasil proses alamiah 
baik hayati mapun non hayati, terbarukan maupun tidak terbarukan 
sebagai fungsi kehidupan yang meliputi fungsi ekonomi, sosial dan 
lingkungan.(sumber: pasal 1, butir 1 UU tentang Pengelolaan Sumber 
Daya Alam, Kementrian Lingkungan Hidup RI, 2006). Bila kita mengacu 
pada penafsiran  mengenai SDA diatas maka dapat diartikan bahwa 
Sumber Daya Alam merupakan kekayaan alam yang ada di permukaan 
bumi dan di dalam perut bumi baik yang terbarukan maupun tidak 
terbarukan. Dan sangat berperan penting begi kehidupan manusia/asas 
kemanfaatan oleh karena memiliki nilai ekonomi yang diwujudkan dalam 
bentuk pengusaan dan pengelolaan terhadapnya. 
2.2 Konflik Agraria 
 Agraria terwujud dalam bentuk penguasaan dan pengelolaan atas 
Sumber Daya Alam. Sumber Daya Alam memiliki peranan strategis bagi 
kehidupan manusia karena manfaat ekonomi yang 
dikandungnya.Berdasarkan penfasiran umum, bahwa segala sesuatu 
yang memiliki nilai eknomis umumnya jumlah ketersediaanya akan 
terbatas. Sama halnya dengan Sumber Daya Alam/SDA. Pada saat 
Sumber Daya Alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, 
mengelolanya untuk mendapatkan uang/memenuhi kebutuhan ekonomi, 
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maka resiko-resiko timbulnya persaingan akan semakin besar. Setiap 
orang akan berusaha menguasai dan memanfaatkannya, apalagi 
jumlahnya terbatas. kecendrungan mereka akan bersaing untuk 
mendapatkannya. Dari masalah ini maka akan dapat menimbulkan 
pertentangan. Saling klaim mengklaim diantara mereka. Dan pada saat 
masalah ini sudah masuk ke tataran sosial yang luas maka akan 
menimbulkan konflik. Atau yang lebih dikenal dengan istilah konflik 
agraria. 
Penerapan konsep hak menguasai negara, atas sumber-sumber 
daya alam yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat 
pada praktiknya lebih banyak digunakan untuk melegitimasi negara dalam 
hal memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi pemilik modal besar 
untuk membuka usaha-usaha pengelolaan Sumber Daya Alam dengan 
dalih untuk melaksanakan pembangunan perekonomian. Akibatnya dari 
tujuan tersebut maka keluarlah berbagai kebijakan pemerintah, yang tidak 
jarang akibat dari kebijakan tersebut mengeliminasi keberadaan 
masyarakat termasuk masyarakat adat dari tanah tempat penghidupannya 
selama ini. Pada sisi lain terhadap masyarakat yang telah terusir dari 
tanahnya, tidak menerima ketidakadilan akibat kebijakan tersebut 
kemudian mendorong mereka bersama-sama melakukan perlawanan, 
sehingga konflikpun bermunculan. Konflik yang terjadi antara 
masyarakat/petani yang mempertahankan hak-haknya dari segala bentuk 
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penguasaan sewenang-wenang dari perusahaan-perusahaan pemilik 
modal yang berselimut di balik perlindungan negara/konsesi. 
Maria S.W Sumardjono telah coba mengindetifikasikan beberapa akar 
permasalahan  konflik pertanahan termasuk sumberdaya agraria lainnya. 
Secara garis besar dapat di timbulkan oleh hal-hal sebagai berikut: 
a. Konflik kepentingan, yang disebabkan karena adanya persaingan 
kepentingan yang terikat dengan kepentingan substantif (contoh: hak 
atas sumber daya agraria termasuk tanah), kepentingan prsedural 
maupun psikologis; 
b. Konflik struktural yang disebabkan antara lain karena: pola perilaku 
atau interaksi yang destruktif;control pemilikan atau pembagian 
sumberdaya agraria yang tidak seimbang; serta faktor geografis fisik 
atau lingkungan yang menghambat kerjasama; 
c. Konflik nilai, disebakan karena perbedaan kriteria yang digunakan 
untuk mengevaluasi gagasan atau prilaku;perbedaan gaya 
hidup,ideologi atau agama/kepercayaan; 
d. Konflik hubungan yang disebabkan karena emosi yang berkelbihan, 
persepsi yang keliru,komunikasi yang buruk atausalah;pengulangan 
prilaku yang negatif.7 
 Bila kita berpedoman pada pendapat maria mengenai penyebab 
timbulnya permasalah konflik pertanahan, dan sumberdaya alam diatas. 
Maka dapat kita simpulkan bahwa ia mencoba melakukan indentifikasi 
                                                             
7
 Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi Dan Implementasi-
Edisi Revisi, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006). Hal 57. 
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mengenai akar masalah konflik agraria, dengan menggunakan 
pendekatan berbagai teori umum mengenai konflik dan bentuk-bentuk 
konflik. beliau tidak langsung melihat penyebab dominan yang sering 
terjadi di lapangan atau hal-hal apa yang paling sering menjadi pemicu 
munculnya berbagai konflik agraria di Indonesia. 
Sementara pada sisi lain menurut Direktur Sajogyo Institute Noer 
Fauzi Rachman juga mencoba melakukan identifikasi langsung terhadap 
beberapa penyebab timbulnya konflik agraria di Indonesia. Menurutnya 
ada empat penyebab konflik yaitu: pertama pemberian izin oleh pejabat 
publik yang memasukkan lahan kelola masyarakat ke dalam wilayah 
produksi,ekstraksi, maupun konservasi atau untuk pengusahaan bentuk 
lainnya, kedua; penggunaan kekerasan dalam pengadaan tanah baik 
untuk kepentingan umum maupun untuk konsesi (dalam hal ini biasanya 
dengan melibatkan aparat keamanan dalam pengamanan perusahaan), 
ketiga eksklusif sekelompok masyarakat dari kelolanya, ke empat adanya 
perlawanan rakyat dari ekslusif tersebut.8  
Berbicara mengenai penyebab muculnya konflik karena adanya 
bentuk-bentuk perlawanan rakyat sebagai akibat adanya kondisi ekslusi. 
Identifikasi akar masalah ini, sama halnya bila kita merunut pendapat 
tokoh sosialis Karl Mark. Menurut teori Marxis, bahwa, konflik agraria 
terjadi akibat perkembangan ekonomi kapitalis, yang mengakibatkan 
penduduk terlempar dari tanahnya. Konflik agraria dilihat sebagai 
                                                             
8
 http//:wordpress.com,media-online-Gagasan-Hukum-artikel-dan-Legal-Opinion.html. 
Diakses Pada Tanggal 09 Agustus 2016 
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perlawanan penduduk yang tidak punya tanah, atau tanahnya yang 
dirampas oleh kapitalis/mereka yang mempunyai modal.9 Sementara bila 
kita merunut pada teori Pluralisme hukum, memandang konflik agaria 
terjadi akibat adanya lebih, dari satu hukum yang kontradiktif yang dipakai 
oleh berbagai pihak terutama hukum adat dan hukum negara. Jadi 
menurut teori Pluralisme. Teori ini lebih menekankan bahwa timbulnya 
konflik agaria akibat adanya pertentangan pemberlakukan dua hukum 
yaitu, hukum negara satu sisi dan hukum adat pada sisi lainya. Sebagai 
contoh pada kasus-kasus tertentu adanya konflik-konflik lahan dan SDA 
yang melibatkan masyarakat adat dan negara. Negara dalam kapasitas 
sebagai pemegang dan pembuat berbagai kebijakan/hukum. Pendapat ini 
juga diperkuat oleh teori kebijakan. Teori ini juga sering menjadi acuan 
untuk melakukan identifikasi terhadap penyebab-penyebab munculnya 
konflik agraria. Menurut teori ini, bahwa konflik agraria terjadi akibat 
adanya kebijakan tertentu dari negara. Seperti; kebijakan pembangunan.10  
 Dengan adanya kebijakan pembangunan tersebut, maka otomatis 
segala potensi/sumber daya yang ada termasuk agraria, dan alam 
menjadi salah satu objek yang menjadi pertaruhan. Guna mendapatkan 
uang sebanyak-banyaknya sebagai modal pembangunan. Kondisi ini 
membawa akibat munculnya bentuk-bentuk kapitalisme baru, yang 
mengerogoti lahan-lahan mata pencarian rakyat. Dan kadang  menjadikan 
mereka/rakyat sebagai korban yang terusir dari tanahnya akibat kebijakan-
                                                             
9
 http//:wordpress.com.html. Diakses Pada Tanggal 09 Agustus 2016 
10
 http//:wordpress.com.html. Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2016 
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kebijkan konsesi bagi pemliki modal besar/investor, dalam penguasaan 
dan pengelolaan agraria dan SDA. 
2.3  Politik Agraria 
Perlu diketahui terlebih dahulu mengenai definisi politik. Politik 
dalam hal ini dimaknai sebagai kekuasaan (power). Dalam perspektif ini, 
fokus kajiannya adalah cara mengelola sumber daya agraria yang sudah 
ada. Hal itu biasa dilakukan apabila seseorang atau sekelompok orang 
mempunyai kekuasaan yang besar untuk mengatur hal tersebut. Dengan 
demikian, mereka mempunyai wewenang untuk mengatur sebuah 
kebijakan yang terkait dengan agraria. Selain itu, orang-orang yang 
memiliki kekuasaan boleh jadi kepemilikan atas beberapa bagian agraria 
seperti tanah, air, atau pertambangan. Dari hal tersebut, orang-orang yang 
mempunyai kekuasaan secara tidak langsung mengelola kekuasaannya. 
Politik agraria yang dimaksudkan di sini adalah kebijaksanaan 
agraria. Politik agraria adalah garis besar kebijaksanaan yang dianut oleh 
negara dalam usaha memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, 
mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah dan 
sumber lainnya termasuk hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan 
rakyat dan negara, yang bagi negara Indonesia berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang (UUD) 1945.11 
 Menurut Urip Santoso Politik agraria dapat, dijelmakan dalam 
sebuah undang-undang yang mengatur agraria yang memuat asas-asas, 
                                                             
11 Soedikno Mertokusumo – Op. cit., h 10.6  
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dasar-dasar, dan soal-soal agraria dalam garis besarnya, dilengkapi 
dengan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, ada hubungan 
yang erat antara politik dan hukum).12 
Selain itu, ada beberapa dimensi yang biasa dilihat dalam 
mempelajari politik agraria. Menurut Sitorus, dua dimensi subjek dan 
objek. Dimensi objek didefinisikan sebagai sumber daya alam (sumber 
agraria) yang terdapat di tanah, air, dan lain sebagainya. Di sisi lain, 
dimensi subjek terdiri dari komunitas, swasta, dan pemerintah (berupa 
aktor). Dari beberapa subjek tersebut terdapat istilah komunitas. Istilah 
tersebut muncul bukan tanpa alasan. Kata tersebuat biasa muncul karena 
pada awalnya Sebelum agraria dikuasai oleh negara, agraria dimiliki oleh 
komunitas-komunitas yang tinggal beberapa wilayah tertentu yang saat ini 
sering disebut sebagai tanah ulayat atau tanah adat. 
 Menariknya, subjek-subjek tersebut bisa saling bekerjasama, 
bahkan konflik karena ada ketimpangan (kepemilikan sumber daya yang 
berbeda-beda). Selain itu, berangkat dari aktor-aktor yang ada, Sitorus 
juga membagi tiga tipe struktur agraria. Ketiga tipe tersebut terdiri dari tipe 
kapitalis (sumber agraria dikuasai oleh non penggarap alias perusahaan), 
sosialis (sumber agraria dikuasai oleh negara atau kelompok pekerja), dan 
populis atau neo-populis (sumber agraria dikuasai oleh keluarga atau 
rumah tangga pengguna). Berdasarkan pada tujuan Negara dalam pasal 
33 UUD 1945 bahwa, “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di 
                                                             
12 Urip Santoso, Hukum Agraria, (Jakarta : Prenada Media, 2012). Hal 25. 
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dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran rakyat”. 
 Adapun,  dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 
1960 Tentang Peraturan Dasar  Pokok-Pokok Agraria, telah diatur bahwa 
bangsa Indonesia berhak menguasai seluruh kekayaan baik bumi, air, dan 
ruang angkasanya selama masih dalam wilayah Republik Indonesia. 
Berdsarkan Pasal 1,2 dan pasal 14 dalam UUPA tersebut memberikan 
penjelasan mengenai Hak Penguasan Oleh Negara, Negara Hanya 
Menguasai Tanah, Bukan Memiliki Tanah dan Negara Berwenang Untuk 
Mengatur Pemilikan Dan Penggunaan Tanah, adapun penjelesan sebagai 
berikut: 
a. Hak Penguasan Oleh Negara: 
1. Negara berwenang untuk menguasai wilayah RI termasuk 
semua wilayah masyarakat Hukum Adat. 
2. Hubungan antara bangsa dan bumi, air, dan ruang angkasa 
adalah  bersifat abadi tidak ada yang bisa memutus selama 
bangsa Indonesia masih bersatu. 
b. Negara Hanya Menguasai Tanah, Bukan Memiliki Tanah 
Hubungan hukum antara negara dengan bumi, air, dan ruang 
angkasa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 
Undang-Undang Pokok Agraria hanyalah hubungan 
kekuasaan, bukan kepemilikan menunjukkan adanya 
kedaulatan rakyat atas seluruh wilayah NKRI. 
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c. Negara Berwenang Untuk Mengatur Pemilikan Dan Penggunaan 
Tanah 
1. Memberikan kewenangan kepada daerah untuk membuat 
rencana peruntukan, penggunaan tanah untuk kepentingan di 
daerah sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. 
2. Pengaturan pemilikan dan penggunaan tanah oleh negara 
digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 
2.4 Teori Aktor Negara 
Adapun beberapa teori aktor negara di bawah ini yaitu: 
2.4.1 Kepala Daerah/ Bupati 
Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang 
disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk kabupaten disebut bupati 
dan. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk 
kabupaten disebut wakil bupati. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki 
tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga 
mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan 
keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan 
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. 
Pemerintah daerah bersama-sama DPRD mengatur (regelling) 
urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya.. Pemerintah 
daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam 
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Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan 
dalam Berita Daerah. 
Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber 
dari Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, 
lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dapat 
melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar 
negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah setelah memperoleh 
pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman 
tersebut dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah. 
Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan 
obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan 
penerimaan daerah. Pemerintah daerah dalam meningkatkan 
perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan 
kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 
Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu 
Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan modal 
tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau 
dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah. Pemerintah daerah 
dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan 
kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang 
berpedoman pada peraturan perundangundangan. 
 
 
23 
 
Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna 
membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan 
dalam satu tahun anggaran. Pengaturan tentang dana cadangan daerah 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD 
kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester 
dalam tahun anggaran berjalan. Pemerintah daerah mengajukan 
rancangan Perda tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan 
dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD. 
Pemerintah daerah dapat membentuk badan pengelola 
pembangunan di kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun 
menjadi kawasan perkotaan. Pemerintah daerah mengikutsertakan 
masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam 
perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan 
perkotaan. Pemerintah daerah bersama-sama DPRD mengatur (regelling) 
urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Pemerintah 
daerah mengurus pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. 
Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah 
diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 
yang telah diundangkan dalam Berita Daerah. 
Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber 
dari Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, 
lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat untuk membiayai 
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penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dapat 
melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar 
negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah setelah memperoleh 
pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman 
tersebut dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah. 
Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan 
obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan 
penerimaan daerah. Pemerintah daerah dalam meningkatkan 
perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan 
kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 
Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD 
kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester 
dalam tahun anggaran berjalan. Pemerintah daerah mengajukan 
rancangan Perda tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan 
dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD. 
Pemerintah daerah dapat membentuk badan pengelola 
pembangunan di kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun 
menjadi kawasan perkotaan. Pemerintah daerah mengikutsertakan 
masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam 
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perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan 
perkotaan.13 
Pelaksanaan pertanahan dalam konsep pemerintah daerah 
merupakan tugas dari BPN di masing-masing tingkatan. BPN memiliki 
fungsi untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai 
status kepemilikan tanah atau lahan yang dimilikinya. BPN memiliki syarat 
dan prasyarat yang harus dilengkapi oleh masyarakat yang ingin 
memperjelas status kepemilikan tanahnya. BPN memiliki kewenangan 
atas tugas yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk membuat status 
hak milik tanah melalui penerbitan sertifikat tanah yang telah memenuhi 
syarat formal dan hukum yang berlaku. 
Pemerintah daerah baik Bupati dan DPRD melakukan penjelasan 
hak kepemilikan tanah seseorang atas dasar hukum yang telah dibuat 
oleh BPN, sehingga kepala daerah di suatu daerah akan selalu 
menjadikan sertitikat tanah sebagai salah alat ukur atau indicator yang 
harus dimiliki oleh masyarakat dalam mengklaim kepemilikan tanah. 
2.4.2 Pemerintahan Kecamatan 
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya 
seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya 
agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi 
dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara 
berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat 
                                                             
13 https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah_di_Indonesia/28/02/2016 Diakses 
Pada Tanggal 28 Februari 2016 
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dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara 
merata.14 
Kecamatan merupakan line office dari pemerintah daerah yang 
berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas 
membina desa/kelurahan. Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang 
hidup dan melayani kehidupan masyarakat. Adapun stuktur organisasi 
yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 15 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan 
sebagai berikut. 
Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan perangkat 
kecamatan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan 
termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan 
tugas yang didelegasikan oleh bupati. Menurut Peraturan Bupati Kebumen 
No. 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 
Kecamatan. Tugas dan fungsi kecamatan adalah sebagai 
berikut: 
Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan 
pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati. Camat dalam menjalankan 
tugas dan kewajiban dibantu oleh seorang sekretaris kecamatan, kapala 
seksi, kepala sub bagian dan staf. Untuk menyelenggarakan tugas 
berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Kebumen No. 92 Tahun 
                                                             
14 Budiaman Arief, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, (Jakarta, PT. Gramedia Pustakan 
Utama, 1995).Hal 45. 
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2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan 
Fungsi Camat. Fungsi camat sebagai berikut: 
1.  Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat. 
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman 
dan ketertiban umum. 
3. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 
perundang-undangan. 
4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas 
pelayanan umum. 
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan di tingkat kecamatan. 
6. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan 
kesatuan bangsa. 
7. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial 
kemasyarakatan. 
8. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan 
usaha kecil menengah. 
9. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, 
keagrariaan dan kependudukan. 
10. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan 
pengembangan partisipasi masyarakat. 
11. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa 
dan/atau kelurahan. 
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12. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi 
pemerintahan lainnya yang berada di wilayahnya. 
13. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang 
lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat 
dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. 
14. Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan 
administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga 
kecamatan. 
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.15  
Selain tugas di atas, pemerintah kecamatan juga ditugaskan 
sebagai pejabat pembuat akta tanah sebagai rujukan ke pihak BPN dalam 
mengeluarkan sertifikat kepemilikan tanah. Atas dasar pertimbangan 
aspek pelayanan masyarakat dan kepastian hukum atas kepemilikan 
tanah, maka pihak kecamatan membuatkan rekomendasi dalam bentuk 
akta tanah yang diajukan ke pihak BPN untuk dijadikan rujukan dalam 
mengeluarkan sertifikat tanah kepada masyarakat, ketika syarat formil dan 
hukumnya terpenuhi. 
 
 
 
 
                                                             
15
http://eprints.uny.ac.id/8736/3/BAB%202%20%2005401244010.pdf/31/03/2016.Diakses  
Pada Tanggal 31 Maret 2016 
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2.4.3 Kepala Desa 
Pemerintah Desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan 
proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban 
pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratik, 
memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa 
warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan. 
Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah desa dituntut untuk 
melakukan perubahan, baik dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi 
yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna, 
sehingga kinerja pemerintah desa benar-benar makin mengarah pada 
praktek good local governance, bukannya bad governance. 
Peluang untuk menciptakan pemerintahan desa yang berorientasi 
pada good local governance sebenarnya dalam konteks transisi 
demokrasi seperti yang dialami oleh bangsa Indonesia sekarang terbuka 
cukup lebar. Hal ini setidaknya didukung oleh kondisi sosial pasca 
otoritarianisme Orde Baru yang melahirkan liberalisasi politik yang 
memungkinkan seluruh elemen masyarakat di desa secara bebas 
mengekspresikan gagasan-gagasan politiknya. Meskipun demikian, 
adanya perubahan sosial-politik dalam masa transisi demokrasi ini tidak 
dengan serta merta dapat merubah dalam sekejap wacana dan kinerja 
pemerintahan desa ke dalam visi demokratisasi dan good local 
governance.  
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Sekalipun strukturnya mengalami perubahan, dimana saat ini 
pemerintahan desa tidak lagi bercorak korporatis dan sentralistik pada 
kepemimpinan Kepala Desa, akan tetapi kultur dan tradisi paternalistik 
yang memposisikan Kepala Desa sebagai orang kuat dan berpengaruh 
masih begitu melekat dengan kuat. Realitas ini memang tidak dapat 
dilepaskan sebagai bagian dari proses konstruksi sosial yang begitu 
mendalam sehingga membuat daya kognitif warga desa seringkali terasa 
kesulitan dalam membuat terobosan-terobosan baru yang sejalan dengan 
semangat perubahan ketika berbenturan dengan kebijakan seorang 
Kepala Desa. 
Kondisi ini sedikit banyak juga dipengaruhi pula oleh lemahnya 
human resources di desa yang populasinya relatif kecil dan sangat 
terbatas. Sebab itu guna mendobrak kebekuan atau stagnasi sosial ini 
diperlukan terobosan dari kekuatan luar untuk bermitra atau saling bekerja 
sama dengan aktor-aktor dan lembaga-lembaga potensial di desa dalam 
melakukan perubahan sosial menuju ke arah situasi yang lebih baik 
dibandingkan dengan sebelumnya. 
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Mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian integral dari 
pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi 
pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan 
nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang nomor 32 
tahun 2004 pada pasal 127 tentang tugas pokok Kepala Desa yaitu : 
1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa. 
2. Pemberdayaan masyarakat. 
3. Pelayanan masyarakat. 
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.16 
Fungsi kepala desa dalam menyelesaikan konflik tanah sesuai 
dengan teori Schute Nordholt yaitu:17 
a. Fungsi sebagai motivator untuk pendorong danpemberi semangat 
kepada masyarakat setempat, agar ikut melakukan tindakan-
tindakan yang positf sehingga apa yang diharapkan dapat lebih 
berkembang dan terjaminnya stabilitas keamanan dan ketertiban 
masyarakat. 
b. Fungsi sebagai fasilitator dan mediator untuk  memberikan 
bantuan dan menjadi narasumber yang baik untuk berbagai 
permaslahan yang di alami oleh masyarakat. Kepala desa 
                                                             
16
 http://lussychandra.blogspot.co.id/2013/02/propsal-peranan-kepala-desa dalam.html/. 
Diakses Pada Tanggal 31 Maret 2016 
 
17
 Schuelte Nordholt dan Gery Van, Politik Lokal Di Indonesia, (Yayasan Obor Indonesia, 
Jakarta, 2007). Hal  71.  
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juga berfungsi sebagai penetralisir atau penengah antar warga 
yang saling berkonflik dan mempertemukan satu dengan yang 
lainnya, sehingga ada solusi dan perdamaian yang terjalin. 
2.2.4  Peran Pemerintah  
 Setiap individu dalam masyarakat memiliki sumbangsih penting 
dalam sistem masyarakat setempat. Individu tersebut kemudian 
membentuk sub sistem sebagai fondasi dari sistem yang ada. Individu 
dalam masyarakat tentunya memiliki peran yang berbeda-beda antar satu 
sama lain tergantung dari tuntutan sistem yang memaksa individu tersebut 
bertindak dan menunjukkan peran. Dalam kehidupan manusia dan 
hubungannya dalam kelompok tertentu sering kali dibarengi dengan 
tindakan interaksi yang berpola, baik resmi maupun yang tidak 
resmi.Sistem pola resmi yang dianut warga suatu masyarakat untuk 
berinteraksi dalam sosiologi dan antropologi disebut pranata. 
 Koentjaraningrat menegaskan orang yang bertindak dalam pranata 
tersebut biasanya menganggap dirinya menempati suatu kedudukan 
social tertentu, tindakan tersebut dibentuk oleh norma-norma yang 
mengatur.Kedudukan (status) menjadi bagian penting dalam setiap upaya 
untuk menganalisa masyarakat. Tingkah laku seseorang yang memainkan 
suatu kedudukan tertentu itulah yang disebut sebagai peranan sosial.18  
 Peranan berarti tidak bisa dipisahkan dari kedudukan, eratnya 
kaitan bagi keduanya. Status tertentu akan membutuhkan peran tertentu. 
                                                             
18
 Koentjaraningrat.Pengantar Antropologi I, (Rieneka Cipta, Jakarta, 2003). Hal 136. 
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Semakin berat peran yang dimainkan maka semakin tinggi pula statusnya 
dalam masyarakat. Dan sebaliknya bila semakin minim peran yang 
dilakukan maka semakin rendah pula kedudukan atau statusnya dalam 
masyarakat. Menurut Robert M. Z. Lawang peran diartikan sebagai suatu 
pola perilaku yang diharapkan dari sesorang yang memiliki status atau 
posisi tertentu dalam organisasi.19  
 Sesungguhnya peranan birokrasi pemerintah dalam pembangunan 
sangat luas mengingat peranan tersebut dibatasi pada hal-hal yang 
bersifat strategis, terutama dalam hal pemberian pelayanan kepada 
masyarakat terutama menyangkut aspek pelaksanaan birokrasi yang 
efisien, efektif, cepat, dan tepat dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat.20  
 Peranan penting artinya karena dapat mengatur perilaku seseorang 
dimana pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan orang 
lain, sehingga dengan demikian orang bersangkutan dapat menyesuaikan 
perilaku sendiri dengan perilaku orang lain atau sekitarnya. Jadi peranan 
yang dimaksud peneliti adalah bagaimana peran pemerintah daerah 
terhadap konflik agraria antara PTPN XIV dengan masyarakat (STP) di 
Kabupaten Takalar. 
 Pendekatan Negara ini menyangkut sifat dari Undang-Undang 
Dasar, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal serta 
                                                             
19
 Robert M Z. Lawang, Pengantar Sosiologi, (PT. Karunika Universitas terbuka, Jakarta, 
1985). Hal 89. 
20
 http://kaghoo.blogspot.com/2010/11/pengertian-peranan.html Diakses pada tanggal 15 
Juli 2016. 
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yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan 
eksekutif, dan badan yudikatif.Pendekatan ini lebih sering bersifat normatif 
dengan mengasumsikan norma-norma demokrasi  serta negara lebih di 
artikan sebagai suatu badan dari norma-norma konstitusional yang formal. 
 Pendekatan ini disebut formal karena pembahasannya hanya 
seputar lembaga-lembaga dan struktur politik yang formal. Pembahasan 
yang akan muncul dengan demikian adalah mengenai lembaga eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif, partai-partai politik, sampai dengan sistem pemilu. 
Semuanya ini adalah lembaga formal yang ketentuannya diatur oleh 
negara. Yang menjadi unit analisanya adalah kewenangan dari tiap-tiap 
lembaga tersebut yang terdapat dalam konstitusi. Tetapi apakah lembaga 
berfungsi dengan benar tidak menjadi unit analisa dari pendekatan 
kelembagaan. Selain itu pendekatan ini cenderung tidak melihat kekuatan-
kekuatan politik yang berada di luar lembaga formal tersebut. Baik 
kelompok-kelompok informal, kepentingan, maupun media tidak menjadi 
bahan pengkajian dari pendekatan ini. 
 Apter berpandangan bahwa kelompok-kelompok tersebut berusaha 
untuk mempengaruhi kebijakan tanpa memiliki kekuatan yang bisa 
dipertanggungjawabkan. Kemampuan kelompok-kelompok ini sangat 
terbatas. Berbeda dengan partai-partai politik yang memang secara 
konstitusional memiliki kemampuan untuk mempengaruhi langsung 
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kebijakan dengan mengirimkan wakil mereka yang akan bersentuhan 
langsung dengan pembuatan kebijakan .21 
Setidaknya, ada lima karakteristik atau kajian utama pendekatan ini, 22 
yakni: 
1. Legalisme (legalism), yang mengkaji aspek  hukum, yaitu 
peranan pemerintah pusat dalam mengatur hukum; 
2. Strukturalisme, yakni berfokus pada perangkat kelembagaan 
utama atau menekankan pentingnya keberadaan struktur dan 
struktur itu pun dapat menentukan perilaku seseorang; 
3. Holistik (holism) yang menekankan pada kajian sistem yang 
menyeluruh atau holistik alih-alih dalam memeriksa lembaga 
yang "bersifat" individu seperti legislatif;  
4. Sejarah atau Historicism yang menekankan pada analisisnya 
dalam aspek  sejarah seperti kehidupan sosial-ekonomi 
dan kebudayaan;  
5. Analisis normatif atau normative analysis yang menekankan 
analisisnya dalam aspek yang normatif sehingga akan terfokus 
pada penciptaan good  government.  
 
 
 
                                                             
21 David E.Apter , Introduction to Political Analysis (Massachusetts: Winstrop Publisher, 
Inc, 1977). Hal 163. 
22
 Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik  (Jakarta: PT Grasindo, 1992). Hal 131. 
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2.5 Teori Konflik 
Pada dasarnya politik selalu mengandung konflik dan persaingan 
kepentingan. Suatu konflik biasanya berawal dari kontroversi-kontroversi 
yang muncul dalam berbagai peristiwa politik, dimana kontroversi tersebut 
diawali dengan hal-hal yang abstrak dan umum, kemudian bergerak dan 
berproses menjadi suatu konflik.Konflik politik merupakan salah satu 
bentuk konflik sosial, dimana keduanya memiliki ciri-ciri mirip, hanya yang 
membedakan konflik sosial dan politik adalah kata politik yang membawa 
konotasi tertentu bagi isitilah konflik politik, yakni mempunyai keterkaitan 
dengan negara/ pemerintah, para pejabat politik/pemerintahan, dan 
kebijakan.23  
  Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan 
terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian 
kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau 
dilangsungkan atau dieliminir saingannya.24 Konflik artinya percekcokan, 
perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu 
pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh 
dikehidupan.25 Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara 
melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang 
berlaku.26 
                                                             
23 Maswadi Rauf, Konsensus dan Konflik Politik, (Jakarta:DIKTI, 2001). Hal 19 
24 Irving M. Zeitlin, Memahami Kembali Sosiologi, (Yogyakarta: Gajah Mada University 
Press,1998).Hal.156 
25 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).Hal 587.
 
26
 Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
1993),Hal.99. 
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  Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses 
sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-
kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.27 Menurut 
lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal 
yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana 
tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi 
juga untk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai 
benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan 
kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan 
(ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.28 
Konflik politik merupakan kegiatan kolektif warga masyarakat yang 
diarahkan untuk menentang keputusan politik, kebijakan publik dan 
pelaksanaannya, juga perilaku penguasa beserta segenap aturan, 
struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan diantara 
partisipan politik.29  
  Sebagai aktivitas politik, konflik merupakan suatu jenis interaksi 
(interaction) yang ditandai dengan bentrokan atau tubrukan diantara 
                                                             
27
J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2005), Hal 68 
28 Robert Lawang, Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi,  (Jakarta:universitas  terbuka, 
1994).Hal 53 
 
29
 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta:PT Grasindo,1992).Hal 151. 
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kepentingan, gagasan, kebijaksanaan, program, dan pribadi atau 
persoalan dasar lainnya yang satu sama lain saling bertentangan.30  
Soerjono Soekanto membagi konflik sosial menjadi lima bentuk yaitu:  
1. Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara 
dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan 
sebagainya.  
2. Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat 
perbedaan-perbedaan ras.  
3. Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik 
yang   terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar 
kelas sosial.  
4. Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat 
adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok.  
5. Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik 
yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian 
berpengaruh pada kedaulatan negara.31 
 Sementara itu, Ralf Dahrendorf mengatakan bahwa konflik 
dapat dibedakan atas empat macam, yaitu sebagai berikut:  
1. Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, 
atau biasa disebut dengan konflik peran. Konflik peran 
adalah suatu keadaan di mana  individu 
                                                             
30 Jack C Plano dkk, 1994, Kamus Analisa Politik, (Jakarta:PT Raja Grafindo 
Persada,1994).Hal 40 
 
31 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar,(Jakarta: Rajawali Pers, 1992). Hal.86. 
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menghadapi harapanharapan yang berlawanan dari 
bermacam-macam peranan yang dimilikinya.  
2. Konflik antara kelompok-kelompok sosial. 
3. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan 
tidak terorganisir.  
4. Konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, 
antar negara, atau organisasi internasional.32 
Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu 
adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan 
atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang 
jumlah ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak 
merata di masyarakat.33 
Ketidak merataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat 
tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian 
ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya 
atau menambahinya bagi yang perolehan asset sosial relatif sedikit atau 
kecil. Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian asset sosial 
tersebut berusaha untuk mempertahankan dan bisa juga menambahinya.  
 
                                                             
32 Dr. Robert H. Lauer, Perspektif Tentang Perubahan Sosial, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 
2001). Hal.102 
33
 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala 
Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2011). Hal 361. 
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Pihak yang cenderung mempertahankan dan menambahinya disebut 
sebagai status quo dan pihak yang berusaha mendapatkannya disebut 
sebagai status need.  
Adapun faktor penyebab konflik dibagi dua, yaitu:  
1. Kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur 
masyarakat yang mejemuk secara kultural, seperti suku 
bangsa, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti perbedaan 
pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, 
pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, 
sopir dan cendekiawan. Kemajemukan horizontal kultural 
menimbulkan konflik yang masing-masing unsur kultural 
tersebut mempunyai karakteristik sendiri dan masing-masing 
penghayat budaya tersebut ingin mempertahankan 
karakteristik budayanya tersebut. Dalam masyarakat  yang 
strukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai yang 
menjadi  pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat 
menimbulkan perang saudara.  
2. Kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang 
terpolarisasi  berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan 
kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik 
sosial kerena ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki 
kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan 
kewenangan yang besar, sementara sebagian besar tidak 
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atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah, dan tidak 
memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian masyarakat 
seperti ini merupakan benih subur bagi timbulnya konflik 
sosial.34 
 Namun beberapa sosiolog menjabarkan banyak faktor yang 
menyebabkan terjadinya konflik-konflik, diantaranya yaitu: 
1. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah 
menyebabkan konflik antar individu. Dalam konflik-konflik 
seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian, dan 
masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya. 
Membinasakan disini tidak selalu diartikan sebagai 
pembinasaan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk 
pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan 
yang tidak disetujui. Di dalam realitas sosial tidak ada satu pun 
individu yang memiliki karakter yang sama sehingga 
perbedaan pendapat, tujuan, keinginan tersebutlah yang 
mempengaruhi timbulnya konflik sosial. 
2. Perbedaan kebudayaan.35 Perbedaan kebudayaan tidak hanya 
akan  menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa 
juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda 
                                                             
34 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala 
Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2011). Hal 361. 
35 J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). Hal 68. 
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akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola prilaku 
yang berbeda pula dikalangan khalayak kelompok yang luas. 
Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan 
adanya sikap etnosentrisme yaitu sikap yang ditunjukkan 
kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah yang paling 
baik. Jika masing-masing kelompok, ada di dalam kehidupan 
sosial sama-sama memiliki sikap demikian, maka sikap ini 
akan memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayaan. 
3. Perbedaan kepentingan. Mengejar tujuan kepentingan 
masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan 
bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan 
dan sarana.36 
Perbedaan pendirian, budaya, kepentingan, dan sebagainya 
tersebut diatas sering terjadi pada situasi-situasi perubahan sosial. 
Dengan demikian perubahan-perubahan sosial itu secara tidak langsung 
dapat dilihat sebagai penyebab juga terjadinya (peningkatan) konflik-
konflik sosial. Perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat 
akan mengakibatkan berubahnya sistem nilai-nilai yang berlaku di dalam 
masyarakat.  
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 Astrid Susanto, Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial, (Bandung:Bina Cipta, 
2006), hal.70 
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Dan perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat ini akan menyebabkan 
perbedaan-perbedaan pendirian dalam masyarakat.  
Adapun bentuk-bentuk pengendalian konflik menurut Nasikun yaitu:  
1. Konsiliasi 
Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga 
tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan 
pengambilan keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang 
berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka 
pertentangkan. 
2. Mediasi (mediation)  
Bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang 
bersengketa bersama-sama sepakat untuk  memberikan hal –
hal berupa nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka 
sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka. 
3. Arbitrasi  
Arbitrasi berasal dari kata latin arbitrium, artinya melalui pengadilan, 
dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan. 
Arbitrasi berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang arbiter 
memberi keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang 
bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. 
Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat 
naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi 
pengadilan nasional yang tertinggi.  
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4. Konsolidasi 
Pengendalian ini ada ketika penggabungan beberapa elemen untuk 
bersama-sama secara terpadu dan memiliki satu tujuan yang sama. 
 Teori konflik adalah satu perspektif didalam sosiologi yang 
memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari 
bagian-bagian atau komponen-komponen yang mempunyai kepentingan 
yang berbeda-beda dimana komponen yang satu berusaha menaklukkan 
komponen yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh 
kepentingan sebesar-besarnya.37 
 Oleh karena itu, perlu kita tegaskan bahwa Konflik merupakan 
sesuatu hal yang memiliki peran yang sangat penting dalam proses 
perkembangan sejarah masyarakat, sehingga individu pada setiap 
interaksi dengan yang lainnya di dalam lingkungan sosial pastilah pernah 
mengalami dan menghadapi konflik. Luasnya pengertian dan cakupan 
konflik sehingga penting untuk mengetahui teori konflik secara sosiologis 
dan bagaimana teori konflik memandang perlawanan petani di Takalar. 
 Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan 
selamanya berada pada keteraturan. Buktinya dalam masyarakat 
manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau 
keteganganketegangan. Kemudian teori konflik juga melihat adanya 
dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Teori konflik juga 
membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda. Otoritas yang 
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 Bernard Ravo, Teori Sosiologi Modern (Jakarta:Prestasi Pustakaraya,2007). Hal 71. 
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berbeda-beda ini menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan 
antara superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena 
adanya perbedaan kepentingan 
 Teori konflik merupakan teori yang mulanya diperkenalkan oleh 
Karl Heinrich Marx, meski pada periode awal teori ini sangat banyak 
ditentang oleh para sosiolog sebagai disiplin ilmu sosiolog, dan Marx 
sendiri tidak pernah mengaku sebagai sosiolog. Akan tetapi sejak awal 
banyak sosiolog yang di pengaruhi oleh Marx dan telah ada serangkaian 
panjang perjalanan sosiologi Marxian, banyak pula perkembangan teori-
teori sosiologi utamanya yang dikembangkan oleh para pemikir konservatif 
dengan menempatkan karya-karya Marx sebagai dasar teori meskipun 
dalam kerangka reaksi negative terhadap teori Marxian38 
 Konflik menurut Karl Heinrich Marx merupakan kontradiksi yang 
telah memuncak dan tidak terselesaikan, dia menegaskan bahwa pada 
setiap sesuatu/materil akan selalu ada kontradiksi bahkan pada setiap 
prosesnya sekalipun. Kontradiksi ini pula yang menjadi dasar dari teori 
pertentangan kelas yang dimaksudkan sebagai teori konflik. Dia yang 
fokus terhadap tenaga produktif mengaggap bahwa sejarah 
perkembangan masyarakat tidak pernah terlepas dari perjuangan kelas 
masyarakat. 
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Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. (Teori Sosiologi Modern,Edisi Ke-6. Kencana 
Prenada Media Group. Jakarta, 2007). Hal 30. 
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 Keadaan suprastruktur masyarakat merupakan faktor yang 
determinan terhadap struktur sosial ekonomi masyarakat, seperti ide-ide 
seperti ideologi, seni, dan sastra; lembaga-lembaga sosial yang 
mendukung struktur kelas dalam masyarakat seperti Negara, sistem 
pendidikan, keluarga, dan lembaga agama. Kaum borjuis sebagai kelas 
yang berkuasa akan menentukan hubungan-hubungan produksi, 
sementara fungsi dari ide-ide dan kelembagaan yang terbentuk dalam 
struktur masyarakat kelas akan mempertahankan dominasi kelas borjuasi. 
Sehingga Marx memandang bahwa sistem ekonomi eksploitatif 
kapitalisme merupakan faktor determinan dari keadaan dan kesadaran 
sosial, politik, dan ide-ide itu sendiri. 
2.6  Kerangka Pemikiran 
 Konflik agraria merupakan fenomena yang tiada hentinya terjadi di 
dalam masyarakat dan juga kehidupan bernegara. Kehidupan sosial 
masyarakat merupakan bagian yang terpenting untuk kita ketahui dalam 
melihat bagaimana setiap kontradiksi diantara kekuatan-kekuatan yang 
saling bertentangan tersebut berawal dan menjadi syarat terjadinya 
konflik. Beberapa penelitian sebelumnya menegaskan bahwa keadaan 
sosial masarakat yang terbelakang secara sosial, ekonomi, politik telah 
menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik.  
Keadaan sosial masyarakat di Kecamatan Polongbangkeng Utara 
tentu dipengaruhi oleh barbagai macam faktor, baik itu berasal dari faktor 
status kepemilikan hak lahan, ekonomi,sosial dan politik Serikat Tani 
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Polongbangkeng sendiri maupun dari pihak lain yang juga memberikan 
pengaruh dalam proses kehidupan sosial masyarakat. Beberapa 
penelitian sebelumnya memberikan kita gambaran bahwa pemerintah 
daerah dan hadirnya PTPN XIV dalam bentuk perkebunan tebu dan 
perusahaan gula telah memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial 
masyarakat di daerah tersebut. 
Lahirnya Hak Guna Usaha yang menjadi dasar PTPN XIV dalam 
mengelolah dan menguasai lahan di kecamatan Polongbangkeng Utara 
merupakan buah dari kerja sama sekaligus dukungan pemerintah 
terhadap eksistensi PTPN XIV. Disisi yang lain Serikat Tani 
Polongbangkeng yang  telah bertempat tinggal di kecamatan tersebut 
mengklaim bahwa tanah yang digarap oleh PTPN XIV merupakan hak 
milik warga. Adanya Hak Guna Usaha dan sejarah tanah, bukti-bukti 
pembayaran pajak bangunan dari Serikat Tani Polongbangken terhadap 
obyek lahan yang sama sehingga terjadi konflik antara perusahaan dan 
Serikat Tani Polongbangkeng di kecamatan tersebut. Terjadinya suatu 
konflik dapat memunculkan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut 
agar masalah tersebut tidak berlarut-larut dan dapat terselesaikan 
sehingga tercapai suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak yang 
berkonflik. 
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2.7  Skema Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Skema Kerangka Pikir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Faktor Penyebab 
Konflik Agraria : 
- Status Kepemilikan 
Hak Lahan Dan 
Hak Guna Usaha 
- Sosial Dan 
Ekonomi 
Konflik 
Agraria 
Antara PTPN 
XIV Dengan 
STP 
 
Peran 
Pemerintah 
Daerah 
 
 
49 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini yang akan dibahas ada lima aspek, yaitu : Lokasi 
Penelitian, Dasar Penelitian dan Jenis penelitian, Jenis Data, Teknik 
Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data. 
3.1 Dasar dan Jenis Penelitian 
 Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
kasus. Metode kualitatif memiliki beberapa perspektif teori yang dapat 
mendukung penganalisaaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang 
terjadi. 
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif 
Pada penelitian ini deskriptif dititik beratkan pada penyajian gambaran 
lengkap mengenai konflik agraria antara PTPN XIV dengan Serikat Tani 
Polongbangkeng di kabupaten Takalar.  
3.2  Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini akan dilaksanakan di di Desa Ko’mara, Kecamatan 
Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Desa ini merupakan anggota 
penuh dari organisasi STP, sedangkan 6 Desa lainnya di Kecamatan yang 
sama masih merupakan Desa persiapan pembangunan organisasi yang 
saat ini masih dalam tahap badan persiapan ranting yang selanjutnya 
disingkat (BPR). Sehingga desa tersebut yang menjadi lokasi penelitian 
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dan membantu peneliti nantinya dalam memberikan data atau informasi 
yang akurat. 
Alasan memilih lokasi penelitian ini karena penulis tertarik 
mengamati faktor-faktor  yang menyebebkan konflik agraria dan 
bagaimana peran pemerintah daerah dalam penyelesaian dan mediasi 
konflik agraria antara PTPN XIV dengan Serikat Tani Polongbangkeng Di 
Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. 
3.3  Jenis Data Penelitian 
Pada penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut 
penulis sesuai dengan objek penelitian dan memberikan gambaran 
tentang objek penelitian. Adapun sumber data yang digunakan, dibagi 
menjadi dua bagian, yaitu: 
3.3.1 Data primer 
Pada penelitian tersebut, peneliti membutuhkan data untuk 
membuktikan fakta lapangan.Data yang diperoleh melalui lapangan 
atau daerah penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan 
informan dan observasi langsung.Peneliti turun langsung 
dilapangan tepatnya di Kecamatan Polongbangkeng Utara 
Kabupaten Takalar dengan tujuan untuk mengumpulkan berbagai 
bentuk data seperti rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan 
lapangan. 
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3.3.2 Data sekunder 
 Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan telaah pustaka, 
dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya 
berupa buku, jurnal, Koran mengenai kajian terkait dengan konflik 
agraria.Terdapat juga situs atau website yang diakses untuk 
memperoleh data yang lebih akurat yang berkaitan dengan konflik 
agraria. Selain itu, referensi atau sumber lain yang dianggap 
relevan dan berkaitan dengan masalah-masalah dalam penelitian 
ini. 
3.4  Teknik Pengumpulan  Data 
 Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
3.4.1 Wawancara Mendalam (Indept Interview) 
  Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik 
wawancara. Wawancara merupakan alat re-cheking atau 
pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh 
sebelumnya. penelitian ini akan mengambil data primer dari 
wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah informan. Penulis 
secara langsung melakukan wawancara dengan informan yang 
dianggap paham dan mengetahui dengan jelas masalah yang 
diteliti.Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara yang 
tidak terstruktur. Karena teknik tersebut memberikan ruang yang 
lebih luas dibandingkan dengan tipe-tipe wawancara yang lain. 
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Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan, 
yang berisi seputar konflik agraria khususnya yang terjadi di Desa 
Ko’mara kecamatan Polongbangkeng Utara kabupaten Takalar 
mengenai. Informan yang terpilih ada 4 yaitu sebagai berikut: 
Tabel I. Data Responden 
No. Responden Jabatan Umur Jumlah 
1 Masyarakat 1. Kepala Desa 
2. Tokoh Adat 
43 Tahun 
52 Tahun 
1 
1 
2 Pemerintah 
Daerah 
1. Bupati/DPRD/BPN 50 Tahun 1 
3 PTPN XIV 1. Staf Humas 48 Tahun 1 
4 STP 1. Pendiri STP 
2. Ketua STP 
3. Koordinator Aksi 
55 Tahun 
49 Tahun 
51 Tahun 
1 
1 
1 
Total 7 
Sumber: Analisis Informan Penelitian Tahun 2016 
 
3.4.2 Studi Pustaka dan Dokumen 
 Cara pengumpulan data yang dilakukan berhubungan 
dengan penelitian. Teknik ini digunakan untuk menunjang data 
primer atau data utama yang diperoleh dari informan. Teknik ini 
membantu peneliti dalam menelusuri pembahasan melalui tulisan-
tulisan yang pernah ada tentang konflik agraria. 
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3.5 Teknik Analisis Data 
 Data yang diperoleh kemudian di analisis dengan menggunakan 
teknik analisa data kualitatif. Penelitian deskriptif menggambarkan 
perilaku, pemikiran, atau perasaan suatu kelompok atau individu. Tujuan 
penelitian deskriptif untuk menggambarkan karakteristik atau perilaku 
suatu populasi dengan cara yang sistematis dan akurat. 
 Analisis data dilakukan proses penyederhanaan dalam bentuk yang 
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian 
kualitatif dilakukan sejak awal sampai sepanjang proses penelitian 
berlangsung. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk mendapat 
penjelasan mengenai konflik agraria antara PTPN XIV dengan Serikat 
Tani Polongbangkeng Di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten 
Takalar. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan 
dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.  
 Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses analisa data ada 
tiga yaitu, pertama reduksi data pada proses ini data yang telah diperoleh 
di lapangan kemudian dikurangi untuk diambil data-data yang pentingnya 
saja yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Reduksi data 
bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstrakasi. Abstraksi merupakan 
usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan 
yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. 
Selanjutnya adalah penyajian data sekaigus tahap verifikasi pada tahapan 
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ini data-data penting yang telah diambil kemuadian disajikan sekaligus 
dilakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah dipilih tersebut 
untuk kemudian disajikannya dalam pembahasan permasalahan dalam 
penelitian ini. Kemudian yang terakhir pengambilan kesimpulan. Pada 
tahapan ini peneliti mengambil data yang paling penting yang telah 
disajikan dalam pembahasan permasalahan penelitian. 
 Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa 
data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data 
yang telah diperoleh. Tahap ini untuk mencari makna data yang 
dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan dari 
data yang diperoleh. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
4.1 Profil Kecamatan Polombangkeng Utara 
Polongbangkeng Utara merupakan sebuah kecamatan yang ada di 
Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Polongbangkeng  
Utara seluas 202.38 Km. Daerah yang berjarak 35 Km dengan Kota 
Makassar  dengan batas- batas  wilayah sebagai berikut :  
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa  
2. Sebelah Selatah berbatasan dengan Kecamatan 
Polongbangkeng Selatan  
3. Sebelah Barat  berbatasan dengan Kabupaten Gowa  
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa  
Kecamatan Polongbangkeng Utara ini memiliki 12 desa dan 6 
keluarahan yaitu:   
1. Kelurahan Manongkoki  
2. Kelurahan Panranuangku   
3. Kelurahan Malewang   
4. Kelurahan Palleko   
5. Kelurahan Mattompodalle 
6. Kelurahan Parangluara  
7. Desa Lassang  
8. Desa Ko’mara  
9. Desa Pa’rappunganta  
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10. Desa Massarmaturu  
11. Desa Timbusseng   
12. Desa Towata 
13. Desa Kampungberu  
14. Desa Barugaya 
15. Desa Parangbaddo  
16. Desa Lassang Barat  
17. Desa Kale Ko’mara  
18. Desa Balang Tanaya 
Kecamatan Polombangkeng Utara  berada pada ketinggian 45 
meter – 125 meter di atas permukaan laut dengan kondisi topografi 
berupa dataran rendah dengan jenis tanah Mediteran,Grumusol,Latosol 
dan struktur tanah yang remah dengan drainase yang cukup baik. Daerah  
ini  beriklim sedang dengan kelembapan udara berkisar antara 85% - 95% 
dan temperature 25-45 0C. 
Dari jumlah keseluruhan penduduk kabupaten Takalar tersebar di 
tujuh kecamatan, pada Tahun 1990 dengan jumlah penduduk 240.578 
jiwa 18, 42 persen menetap di Polongbangkeng Utara. Sementara itu 
jumlah penduduk yang mendiami Polongbangkeng Utara sejak 1996 
mencapai 42.464 jiwa  ditahun 2009 penduduk di Polongbangkeng utara 
mencapai 64.351 jiwa. Sejumlah 60 orang penduduk pertahun pindah ke  
kecamatan lain. Dari jumlah penduduk yang pindah dan penduduk yang 
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datang di Polongbangkeng Utara maka dari sudut migrasi terjadi 
pengurangan jumlah penduduk sebanyak 54 orang. Namun dari segi 
reproduksi terjadi pertumbuhan penduduk sebanyak 28 orang. Ini berarti 
bahwa secara keseluruhan selama tahun 1996 terjadi pengurangan 
jumlah penduduk sebanyak 26 orang. 
Dari segi iklim Polongbangkeng Utara beriklim tropis dengan dua 
musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya 
terjadi antara bulan November hingga bulan Mei dan musim kemarau 
terjadi antara bulan Juni hingga bulan Oktober.  Keadaan alam yang baik 
memungkinkan masyarakat berporfesi sebagai petani. Sebelum 1982 
sebagian besar warga menjadi petani. Namun, tujuh belas tahun 
kemudian (1982-1992) setelah beroperasinya perusahaan Gula di 
kecamatan tersebut jumlah penduduk Polongbangkeng utara yang tidak 
mendapatkan pekerjaan atau tidak bermata pencaharian mencapai 30.930  
jiwa atau 72. 84%.  
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4.2 Profil Desa Ko’mara Kecamatan Polombangkeng Utara 
Desa Ko’mara merupakan salah satu desa dari 18 (delapan belas) 
desa yang ada di Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar. 
secara umum Desa Ko’mara memiliki 5 (lima) dusun dengan jumlah KK 
sebanyak 658 KK. Adapun nama dusun dan KK desa Ko’mara dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
Tabel II. Sebaran Penduduk Desa Ko’mara 
No. Nama Dusun 
Jumlah 
KK 
Ket. 
1. Dusun Malolo 161 - 
2. Dusun Bontowa 190 - 
3. Dusun Pammukkulu 154 - 
4. Dusun Batang Terasa 93 - 
5. Dusun Tete Tanrang 60 - 
Jumlah 658 - 
Sumber Data: Profil Desa Ko’mara Tahun 2015 
Mayoritas wilayah dari Desa Ko’mara merupakan area persawahan 
atau pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber pendapatan dan 
penghasilan utama masyarakat. Wilayah pertanian dan perkebunan 
masyarakat sangat kecil dari desa-desa lainnya karena tanah sekeliling 
desa sebagian besar merupakan lahan milik HGU (Hak Guna Usaha) 
PTPN XIV (Pabrik Gula) Takalar. Selain itu area pertanian dan 
perkebunan ini hanya digarap satu kali satu tahun karena masyarakat 
hanya mengandalkan air hujan pada musim hujan disebabkan wilayah ini 
belum dialiri air irigasi.  
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4.3   Profil Hasil Pertanian dan Peternakan Desa Ko’mara 
Hasil produksi pertanian dan peternakan masyarakat Desa Ko’mara 
sangat tergantung dari pekerjaan yang paling mayoritas dilakukan oleh 
masyarakat. Mayoritas masyarakat Desa Ko’mara memiliki aktifitas dan 
profesi sebagai petani padi, petani ladang, pekebun (tebu dan sayur-
mayur) dan peternak (sapi, ayam dan itik/bebek) meskipun hanya dalam 
skala kecil atau rumahan. Selain itu produksinya juga hanya untuk 
memenuhi kebutuhan keluarga sebagai penyangga perekonomian 
keluarga. 
Hasil pertanian dan peternakan masyarakat Desa Ko’mara selama 
ini dijual ke pasar-pasar tradisional secara sendiri-sendiri atau masyarakat 
juga menjualnya ke pedagang pengumpul (tengkulak) dengan harga yang 
sangat bervariasi dan relatif agak murah, hal ini tentunya dipengaruhi oleh 
berbagai faktor yaitu belum maksimalnya fungsi koperasi desa, tidak 
adanya harga standar yang dipatok oleh pemerintah (khusunya pada 
harga sembako), perubahan harga yang dilakukan oleh para pedagang 
pengumpul (tengkulak) secara sepihak yang cenderung merugikan para 
petani di Desa Ko’mara pada khususnya dan masyarakat Kabupaten 
Takalar pada umumnya. 
Fenomena ini tidak mampu dibendung oleh masyarakat 
dikarenakan kebutuhan ekonomi masyarakat yang sifatnya fluktuatif juga. 
Ketidakmampuan masyarakat dalam memasarkan hasil pertanian dan 
perkebunannya serta keterampilan petani dalam mengolah sendiri hasil 
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pertaniannya menjadi bahan jadi masih sangat terbatas, selain itu tuntutan 
kebutuhan sehari-hari yang sifatnya mendesak menjadi alasan utama 
masyarakat terpaksa menjual hasil pertanian dan perkebunannya secara 
murah. Hal ini menjadi salah satu penyebab rendahnya penghasilan 
petani setiap bulan dan per tahunnya, terlebih lagi biaya produksi yang 
mahal dan kondisi lahan yang masih minim. 
Dari sisi peterrnakan masyarakat Desa Ko’mara menjadi alternatif 
pendapatan dan penghasilan masyarakat yang masih skala rumahan yaitu 
ternak sapi, itik dan ayam. Pola peternakan yang dilakukan oleh 
masyarakat Desa Ko’mara selama ini yaitu pemeliharaan hean ternak 
dengan cara digembala atau diikat di lahan yang ada rumputnya setelah 
sore hari tiba di bawakan air minum  barulah hewan ternak tersebut 
diambil oleh masing-masing pemiliknya untuk dibawa pulang kerumahnya.  
Pola pemasaran hewan ternak masyarakat Desa Ko’mara pada 
umumnya dipasarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, biasanya 
hewan ternak dijual ketika ada keperluan yang sangat mendesak atau 
mendadak seperti pada acara perkawinan atau pengislaman/sunatan 
ataupun ketika ada pembeli dari luar desa yang datang langsung ke desa. 
4.4  Profil Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Ko’mara 
Pendidikan merupakan faktor dalam mewujudkan masyarakat adil 
dan sejahtera, sehingga melalui pendidikan diharapkan masyarakat dapat 
mewujudkan kehidupannya yang lebih. Hal ini pula yang terjadi di Desa 
Ko’mara yang diketahui berdasarkan profil desa yang diberikan oleh 
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aparat desa. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Ko’mara pada 
umumnya masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
 Tabel. III Data Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Ko’mara  
No. Tingkat Pendidikan Jumlah 
1. Tidak Bersekolah 121 
2. Sekolah Dasar (SD) 1203 
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat 1406 
4. Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat 608 
5. Perguruan Tinggi (S1) 83 
6. Perguruan Tinggi (S2) 4 
Jumlah 3425 
Sumber Data: Profil Desa Ko’mara Tahun 2015 
Data di atas menujukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam 
bidang pendidikan masih kurang. Keadaan tersebut sangat dipengaruhi 
oleh tingkat perekonomian masyarakat yang mayoritas penduduknya tidak 
berpenghasilan tetap atau tidak berpenghasilan yang dipengaruhi musim 
tanam dan berkebun. Sehingga faktor ekonomi masyarakat menjadi faktor 
utama rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Selain persoalan 
ekonomi, ada juga persepsi masyarakat yang memandang sepele 
pendidikan. Masyarakat beranggapan bahwa pendidikan tidak menjamin 
peningkatan kesejahteraan, bahkan sarjana sekalipun belum tentu 
mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, mapan seperti PNS 
dan lain-lain. Hal demikian yang menjadikan masyarakat kurang 
termotifasi menyekolahkan anak-anaknya kenjenjang pendidikan yang 
lebih tinggi. 
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4.5   Profil Fasilitas Publik Desa Ko’mara 
Sarana dan prasarana pelayanan publik juga menjadi hal yang 
utama dalam mengukur kesejahteraan satu desa. Fasilitas- fasilitas 
tersebut meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan, ruang publik/pertemuan, 
drainase dan lain-lain.  
Sumber air  bersih menjadi salah satu fasilitas publik di Desa 
Ko’mara yang berasal darisumur bor dan sumur gali yang terdapat hamper 
di semua dusun. Air inilah yang dipakai oleh masyarakat untuk kebutuhan 
sehari-hari, misalnya mandi, air minum, mencuci dan lain sebagainya. 
Disisi lain kondisi dan persedian air bersih di Desa Ko’mara pada musim 
kemarau baik yang dari sumur bor ataupun sumur galian stoknya terbatas, 
sehingga penggunaan air biasanya dikondisikan atau masyarakat 
dihimbau untuk hemat dalam menggunakan air. 
Sarana pelayanan kesehatan masyarakat Desa Ko’mara seperti 
Posyandu dan Pustu yang memberikan pelayanan medis secara cepat 
dan mudah dijangkau oleh masyarakat, namun ada beberaapa 
keterbatasan dari segi mutu maupun frekeunsi dalam pelayanan terhadap 
masyarakat sepenuhnya tidak menjangkau secara umum masyarakat. 
Secara umum dan aktivitas keseharian yang sering dilakukan oleh 
posyandu maupun pustu dalam pelayanan kesehatan baru menjangkau 
kalangan ibu-ibu dan anak-anak. Dengan modal pengalaman dan 
keilmuan yang dimiliki oleh para pegawai posyandu dan pustu selalu 
menganjurkan kepada masyarakat untuk menanam di sekitar rumah obat-
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obat tradisional yang mudah dijangkau dan menjadi obat alternative yang 
memudahkan masyarakat ketika mengalami gangguan kesehatan. 
4.6 Profil Kondisi Perumahan dan Pemukiman Desa Ko’mara 
Keadaan lingkungan permukiman sebagian besar perumahan  
penduduk adalah rumah panggung. Bagi masyarakat yang mapan  
hidupnya berbahan jati dan bayam, sedangkan keluarga sedang dan  
miskin umumnya menggunakan bahan bangunan yang berkualitas  
rendah. Merenovasi atau memperbaiki rumah bagi masyarakat miskin  
tidak menjadi prioritas utama, yang penting bagi mereka adalah  
kebutuhan makan untuk bertahan hidup sehingga harapan terhadap  
rumah hanya sebatas perlindungan dari panas dan hujan, angin serta  
tempat berkumpul bagi semua keluarga, meskipun ukuran rumahnya kecil 
yang dibangun pada jalur jalan poros desa/dusun dan sebagian kecil  
lainnya dibangun disekitar jalan lorong.  
Dalam wilayah dusun, jarak antar  rumah penduduk relatif 
berdekatan dan ada juga yang berjauhan. Selain  itu saat kondisi yang 
terlihat disekitar lingkungan dusun banyak kotoran hewan ternak dipinggir 
jalan desa, kondisi tersebut disebabkan banyaknya  hewan ternak yang 
dimiliki masyarakat terutama sapi, kuda dan kambing  yang berkeliaran 
disiang hari. 
4.7 Profil dan Sejarah Pabrik Gula Takalar (PTPN XIV) 
Sebagaimana di tuliskan pada bagian sebelumnya, setelah 
pemerintah mengoptimalkan produksi Gula di Pulau Jawa dan Sumatera, 
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di tahun 1972 pemerintah mengawali perintisan pendirian Perusahaan 
Gula di pulau Sulawesi yakni di Polongbangkeng Utara Kabupaten 
Takalar, Sulawesi Selatan. Selain itu, gagasan pembangunan industri gula 
Takalar berawal ketika kunjungan Martono, seorang anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat pada tahun 1971. Martono terkesan dengan 
perjuangan kemerdekaan rakyat Polongbangkeng pada periode revolusi 
fisik.Namun iajuga prihatin ketika melihat kemiskinan rakyat 
Polongbangkeng. Rendahnya akses pangan mengakibatkan para petani 
di Polongbangkeng makan biji mangga dicampur batang pisang. Sebuah 
gambaran kehidupan rakyat yang begitu menyedihkan, berbanding 
terbalik dengan jasa-jasa besar mereka mempertahankan kemerdekaan. 
Setelah usaha tersebut menuai hasil positif kemudian di tahun 1978 
Pemerintah Pusat menyerahkan kesempatan tersebut kepada PT. Madu 
Baru Takalar yang merupakan cabang dari PT. Madu Kisimo yang 
berpusat di Yogyakarta. Kehadiran perusahaan tersebut tidak 
membuahkan hasil dan menuai banyak kendala dalam proses awal 
kemunculannya.   
Tahun 1972 menandai usaha pemerintah Sulawesi Selatan 
memenuhi program swasembada gula yang dicanangkan oleh Pemerintah 
Pusat. Tahun tersebut merupakan penanaman tebu pertama di 
Polongbangkeng Utara. Pemerintah Daerah Takalar dan direalisasikan 
oleh Menteri Pertanian  Soedarsono Hadisaputro. Pada tahun 1972 
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didirikanlah Proyek Pengembangan Industri Gula (PPIG) dibawah 
pembinaan Direktorat Jenderal Perkebunan.  
PPIG bertugas melakukan ujicoba penanaman tebu. Pemerintah 
Daerah Takalar kemudian memberi ijin kepada PPIG untuk melakukan 
percobaan di tanah negara seluas 151 hektar (di areal itu ada tanah yang 
digarap petani) di desa-desa Parappoang, Bontorrannu, Mattompodalle, 
Parapunganta dan Parappoang Dalam usaha perintisan tersebut 
dipercayakan kepada Departemen Pertanian Sulawesi Selatan.   
Setelah melewati serangkain uji coba yang meliputi uji kesuburan 
tanah, sumber air, hingga uji penanaman tebu pemerintah menyerahkan  
kepercayaan untuk merintis pembangunan Industri Gula kepada PT. Madu  
Baru Takalar namun, perusahaan yang dimiliki oleh Hamengkubuwono  
tersebut tidak membuahkan hasil. Sejak 1978 perusahaan tersebut 
memulai proses pengambilalihan tanah petani. Karena mengalami 
masalah dan Setelah melewati masa percobaan (PPIG) hingga kegagalan 
PT. Madu Baru Takalar dalam membangun industri gula di 
Polongbangkeng Utara. Pemerintah menyerahkan usaha pembangunan 
tersebut kepada PT. Perkebunan XXIV-XXV (Persero) melalui SK Menteri 
Pertanian No. 689/Kpts/Org/81.  
Setelah  diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian tersebut 
PT. Perkebunan XXIV-XXV (Persero) menjadi perusahaan Gula pertama 
yang berhasil mendirikan pabriknya di Polongbangkeng Utara hal tersebut  
ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Pabrik Gula oleh  
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Bapak Andi Odang yang pada masa itu menjabat sebagai Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan pada tanggal 19 November 
1982.  
PTPN XXIV-XXV salah satu Badan Usaha yang berjenis Persero. 
Persero merupakan salah satu Badan Usaha yang dikelola oleh Negara 
atau Daerah. Tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari  
keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal  
pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara 
yang dipisahkan berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi. 
Sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usaha 
ditulis (PT) nama perusahaan (Persero). Perusahaan ini tidak memperoleh 
fasilitas negara. Jadi dari uraian di atas, ciri-ciri Persero adalah:  
1. Tujuan utamanya mencari laba (Komersial)  
2. Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan 
negara yang dipisahkan yang berupa saham-saham  
3. Dipimpin oleh direksi  
4. Pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta 
5. Badan usahanya ditulis PT (nama perusahaan) (Persero)  
6. Tidak memperoleh fasilitas Negara  
PTPN XXIV-XXV (Persero) di dirikan pada  tahun 1975 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 
1975.  PTPN XXIV-XXV (Persero) bermarkas di Kota Surabaya, Jawa 
Timur. Selain di  Polongbangkeng Utara Perusahaan ini memiliki industri 
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gula di 12 titik di  berbagai daerah di Indonesia. Pembangunan pabrik gula 
tersebut rampung pada bulan Agustus 1984. Tiga tahun kemudian 
perusahaan tersebut diresmikan oleh Soeharto Presiden pada masa itu. 
Luas lahan yang di kelola oleh PTP XXIV-XXV yakni 11.500 Ha, luas 
lahan tersebut diperoleh oleh perusahaan tersebut berdasarkan SK. 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 102/2/1982. 
Setelah proses pembangunan rampung (1984) dilakukanlah 
produksi gula pertama, percobaan tersebut mendapatkan hasil yang baik. 
Akhirnya pengelola perrusahaan terrsebut menargetkan produksinya 
mencapai 3.000 ton gula perhari. Setelah mencapai taget produksi 
tersebut pihak pengelola perusahaan bekerja sama dengan beberapa 
perusahaan penghasil mesin pengelolaan gula yang bersalah dari Taiwan. 
Usaha yang dilakukan berhasil meningkatkan produksi gula hingga 
mencapai 4.000 ton perhari. Setelah menuai keberhasilan dalam produksi 
gula PT. Perkebunan XXIV-XXV dilebur dengan beberapa perusahaan 
gula lain yang ada di Sulawesi Selatan pada tahun 1991.   
Selama beroperasi di Polongbangkeng Utara PT. Perkebunan 
XXIV-XXV telah menuai keberhasilan dalam produksi gula. Kendati 
demikian, umur perrusahaan ini tidak langgeng dikaranekan lima tahun 
kemudian (1991) pemerintah mengambilalih perusahaan tersebut 
berasamaan dengan bergabungnya dua perusahaan gula lain yang ada di 
Sulawesi Selatan yakni perusahaan gula Arasoe dan perusahaan gula 
Camming.   
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Dengan bergabungnya perusahaan gula dari Arasoe (PT. 
Perkebunan XXXII) dan Camming (PT. Bina Mulya Ternak), serta 
perusahaan gula Polongbangkeng Utara (PT. Perkebunan XXIV-XXV) 
maka perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT. Perkebunan 
Nusantara XIV yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN).   PT 
Perkebunan Nusantara XIV merupakan perusahaan perkebunan Gula 
adalah salah satu dari sekian Badan Usaha Milik Negara yang bergerak 
dibidang agribisnis Dibentuk berdasarkan  PP No. 19/1996,. PTPN XIV  
merupakan penggabungan kebun-kebun proyek pengembangan PTP 
Sulawesi.  
Maluku dan NTT yaitu eks PTPVII, PTP XXVIII, PTP XXXII dan PT 
Bina Mulia Ternak . PTPN XIV memiliki 18 unit perkebunan dan 25 unit 
pabrik pengolahan dengan komoditi kelapa sawit, kelapa hiprida, kelapa 
nias , kopi, gula, pala, pada area konsesi seluas 55.425,25 ha. Khusus 
komoditi gula PTPN XIV awalnya hanya mengelolah tiga pabrik gula yaitu 
PG Camming dan PG Araso di kabupaten bone dan PG takalar di 
kabupaten takalar dengan total area seluas 14.312 ha. Dalam setrahun 
ketiga pabrik ini memproduksi 36.000 ton ataau memasok 1,33% 
komsumsi gula nasional yang mencapai 2, 7 juta ton.  
Selain di tiga daerah tersebut PTPN XIV juga memiliki beberapa 
lokasi sebagai tempat pengolahan dan penanaman tebu. PTPN XIV 
memiliki 18 unit usaha yang ada di kawasan Timur Indonesia.  PTPN. XIV 
memiliki jejaring usaha di kawasan Timur Indonesia. Unit usaha yang 
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dimilik oleh PTPN XIV tidak hanya berkutat pada tebu saja tapi berfarriatif. 
Jesis usaha perkebunan yang dikembangkan oleh PTPN XIV yakni, 
kelapa, kelapa sawit, tebu (gula), kakao, pala, kopi. Laus lahan untuk 
penanaman tebu yakni 55.425,25, kelapa sawit16.228 ha, karet seluas 
2.513,5 ha, kakao seluas 995 ha, kelapa hibrida 3.600 ha, kelapa Nias/tall 
360 ha, pala 275 ha dan kopi 23 ha serta tanaman tebu pada areal seluas 
14.312 ha,  Selain penanaman komoditi pada areal sendiri + inti, PTPN 
XIV juga mengelola areal Plasma budidaya tahunan milik petani seluas 
14.514,75 ha untuk tanaman kelapa sawit seluas 10.068 ha, karet 2.556 
ha dan kakao 1.890,75 ha, sedangkan tanaman tebu rakyat hanya seluas 
88 ha. PTPN XIV juga mengelola komoditi ubi kayu pada areal ex. PT 
BMT seluas 2.500 ha dan usaha peternakan sapi di areal seluas 19.581 
ha.   
Setelah adanya penggabungan perusahaan gula dari Arasoe dan 
Camming, bentuk struktur manajemen di Perusahan Gula Takalar juga 
ikut berubah. Awalnya, perusahaan tersebut di pimpin oleh Dewan 
komisaris dan Dewan Direksi namun, setelah adanya peleburan 
Perusahaan Gula Polongbangkeng Utara dipimpin Oleh Seorang Manejer 
dan di bantu oleh Admisntratur.  
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Administratur perusahaan dibantu oleh Kepala Bagian Tanaman, Kepala 
bagian Teknik, Kepala Bagian Pabrikasi, Kepala Bagian TUK dan Kepala 
Riset dan Pengembangan.  
Adapun tugas-tugas dari setiap Admisntratur dan Kepala Bagian 
yakni:   
1. Adminstratur: merupakan kepala bagian yang 
bertanggungjawab dalam hal merencanakan dan menetapkan 
kebijaksanaan pengolahan pabrik gula Polongbangkeng Utara, 
selain itu adminstratur juga bertanggungjawab untuk memimpin 
dan mengkoordinasikan secara fisik pelaksanaan tugas bagian 
tata usaha dan keuangan, pengelolaan instansi dan tanaman 
agar tercapai target perusahaan.   
2. Kepala Bagian Riset dan Pengembanganan: kepala bagian ini  
memiliki tugas khusus yang pimpinannya di komandoi oleh 
seorang Kepala Risbang. Adapun tugas khusus yang dimiliki 
oleh kepala bagian ini yakni, bertanggungjawab untuk 
memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan  serta 
mengurangi tugas penelitian dan pengenmbangan dalam 
perusahaan. Bidang ini juga bertugas dalam penyempurnaan 
teknik pengolahan produksi dan penggunaan bahan baku 
pembuatan gula.   
3. Kepala Bagian Tanaman: Tugas yang di emban oleh bagian ini 
yakni  merencanakan dan mengkoordinasikan serta mengawasi 
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tanaman dan pengakatan tebu. Berdasarkan tugasnya tersebut 
kepala bagian ini bertanggungjawab penuh atas tercapainya 
target perusahaan dalam usaha pengelolaan tebu.   
4. Kepala Bagian Teknik. Tugas dari kepala bagian ini yakni 
merencanakan dan mengawasi pelaksanaan dan pelayanaan 
teknik instalasi guna tercapainnya target produksi yang telah 
disepakati dalam manajemen perusahaan.   
5. Kepala bagian Pabrikasi dan Pengolahan. Bagian ini bertugas 
memimpin membuat rencana dan mengkordinasikan serta 
mengawasi pelaksanaan semua kegiatan dalam bidang 
pengolahan. Kepala bagian keuangan dan Tata Usaha. Tugas 
yang dipercayakan kepada bagian yakni mengelolaan tata 
usaha dan keunganan perusahaan. 
Dalam usaha pengelolaan gula PTPN XIV Polongbangkeng Utara 
memiliki struktur ketenagakerjaan beragam yang memiliki tugas yang 
berbeda-beda. Adapun pembagian tena kerja di Perusaha tersebut yakni: 
karyawan staf/Pimpinan, Karyawan Non staf, karyawan harian lepas, 
Karyawan Kampanye/Musimana, dan karyawan honorer. Selain itu ada 
juga buruh yang bekerja langsung di lapangan. Dalam kurun waktu 13 
tahun (1984-1996) jumlah karyawan yang bekerja di Perusahaan Gula 
Polongbangkeng Utara mengalami pasang-surut.  
Jumlah karyawan pada tahun 1984 yakni 1062 orang, jumlah 
terbanyak dari karyawan tersebut di tempati oleh karyawan lepas dengan 
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jumlah 738 orang. Di tahun 1985 jumlah karyawan lepas merosot hingga 
tersisa 429 orang saja. Setahun kemudian Buruh harian berkurang hingga 
tersisa 99 orang saja. Tahun 1978 buruh harian lepas meningkat kembali 
menjadi 107 orang hingga tahun 1996 jumlah karyawan lepas mencapai 
352 orang.  
Sedangkan tenaga kerja Honorer baru di terima oleh perusahaan 
gula  pada tahun 1986 dengan jumlah empat orang namun, pegawain 
honorer ditiadakan sejak tahun 1987-1990. Satu orang tenaga honorer 
kembali direkrut pada tahun 1990 hingga tahun 1994 jumlah tenaga 
honerer hanya empat orang saja. Dalam pekerjaan penanaman dan 
penebangan tebu perusahaan Gula merekrut burruh harian. Jumlah buruh 
penanaman tebu dalam setahun rata-rata mencapai 3.000 orang. 
Sementara untuk penebangan tebu perusahaan merekrut pekerja hingga 
5.000 orang yang berstatus sebagai pekerja borongan.  
Pabrik Gula Takalar merupakan salah satu unit dari PT. 
Perkebunan Nusantara XIV yang sekarang dikelolah oleh PTPN X yang 
didirikan pada tahun 1982 di Desa Pa’rappunganta, Kecamatan 
Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Pabrik Gula Takalar didirikan 
dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah untuk swasembada 
gula nasional. Pada awalnya Pabrik Gula Takalar merupakan 
pengambilalihan pengelola proyek gula dari PT. Madu Takalar dengan 
ganti rugi menjadi Proyek Gula Takalar yang dilaksanakan berdasarkan 
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Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 
668/Kpts/Org/8/1981 tanggal 11 Agustus 1981.  
Pabrik Gula Takalar melakukan giling pertama pada tahun 1984, 
dan diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 23 Desember 1987. Areal 
Pabrik Gula Takalar terdiri dari Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 181,93 
Ha dan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 9.967,04 Ha yang tersebar pada 
tiga kabupaten yaitu Kabupaten Gowa seluas 1.996,86 Ha, Kabupaten 
Takalar 6.550,21 Ha, dan Kabupaten Jeneponto 1.419,97 Ha. Hak Guna 
Bangunan diterbitkan dalam satu sertifikat yaitu tahun 1990 dan berakhir 
pada tahun 2010 sedangkan Hak Guna Usaha  diterbitkan dalam dua 
sertifikat yaitu tahun 1992 yang berlaku hingga tahun 2024 dan sertifikat 
tahun 1993 yang berlaku hingga dengan tahun 2023.  
Seluruh lahan Hak Guna Usaha tersebut merupakan lahan inti milik 
pabrik gula takalar. Dari luas lahan HGU tersebut (9.967,04 hektar), yang 
terealisir ditanami tebu pada tahun 2012 hanya seluas 3.244,59 hektar 
dan selebihnya dari lahan mandiri petani (plasma) seluas 1.099,31 hektar. 
Dari luas lahan usahatani yang teralisasi tersebut diperoleh produksi tebu 
sebesar 161.551,5 ton (34,9 ton/ha) dengan rendemen 5,23 persen. Dari 
keseluruhan produksi tebu tersebut setelah digiling menghasilkan gula 
sebesar 8.172 ton. 
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BAB V 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
5.1 Faktor-Faktor Penyebab Konflik Agraria antara PTPN XIV 
dengan Serikat Tani Polongbangkeng Di Kecamatan 
Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. 
 
Tanah atau lahan digunakan petani untuk menanam berbagai jenis 
tanaman agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, 
tanah merupakan cerminan status sosial dalam masyarakat agraris, 
semakin luas lahan yang dimiliki maka semakin tinggi status sosial 
seseorang dalam masyarakat. Begitu berharganya tanah sehingga 
seringkali menimbulkan konflik, baik yang bersifat individual maupun 
konflik antar kelompok.  Konflik perebutan lahan tersebut seringkali 
mengakibatkan hilangnya mata pencaharian kelompok masyarakat yang 
berbasis pada pertanian.  
Setelah Indonesia merdeka dan Polongbangkeng Utara masuk 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tahun 1960 sebagian 
besar petani Polongbangkeng Utara sudah di kenakan wajib pajak ini 
dibuktikan dengan adanya pembayaran pajak yang diserahkan oleh petani 
pemilik tanah kepada pemerintah daerah Takalar. Di awal tahun 1970-an -
Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah 
daerah Takalar menginisasi pembangunan industri gula di daerah melalui 
PPIG (Proyek Pembangunan Industri Gula). Keberhasilan pemerintah 
daerah Takalar dan Perusahaan gula menguasai tanah petani dilandasi 
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dengan Hak Guna Usaha (HGU) selama 25 tahun. Dalam proses 
pemberian ganti lahan pemerintah menetapkan secara sepihak nilai ganti 
rugi sebesar Rp. 60/M.  
Penolakan besar-besaran  dari petani menimbulkan protes dan 
tidak adanya tanah untuk di jadikan lahan garapan mengakibatkan  
kesengsaraan bagi petani Polongbangkeng Utara. Karena keadaan yang 
semakin memburuk dan petani. Di tahun 2005 HGU pabrik gula telah 
berakhir namun, tanah petani tidak kunjung di kembalikan sehingga petani 
melakukan perlawanan terhadap pihak pabrik gula, perlawanan tersebut 
terus berlangsung ditahun 2007, dua tahun lewat dari batas HGU, tetap 
tak ada kejelasan atas pengembalian tanah petani.  
Konflik agraria seringkali terjadi karena kebutuhan petani sebagai 
pengelola tanah terancam dengan hingga adanya gangguan dalam proses 
produksi oleh intervensi kapital ke dalam masyarakat petani. Bentuk aksi 
protes, kekerasan dan perusakan terhadap produk kapital merupakan 
cara manifest yang akhir-akhir ini sering terjadi dalam konflik agraria di 
Indonesia. Industrialisasi ke pedesaan telah menimbulkan benturan dan 
begitu banyak perubahan di semua aspek kehidupan petani. Konflik, 
kesenjangan sosial, dan munculnya reaksi atau gerakan petani 
merupakan beberapa indikator atau gejala terjadinya perubahan. Secara 
sederhana dapat dikatakan bahwa gerakan adalah sebuah reaksi 
terhadap suatu perubahan.  
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Konflik antara petani dan Pabrik Gula di Polongbangkeng Utara 
terjadi karena perubahan pemilikan lahan. Kehadiran industri gula tersebut 
mengakibatkan konflik antar masyarakat dan pemerintah serta pihak 
perusahaan gula. Konflik-konflik di perkebunan tebu Takalar, yang 
merupakan salah satu dari tiga perusahaan perkebunan milik Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN). Masyarakat Polongbangkeng Utara 
bertumpu pada sektor pertanian sebagai sumber kehidupannya, tradisi 
bertani sudah sekian lama dipertahankan oleh warga masyarakat 
Polongbangkeng Utara untuk bertahan hidup.  
Konflik yang yang terjadi di desa Ko’mara  tidak dapat di pisahkan 
dari sejarah dan dialektika historis dari keberadaan perusahaan dan 
perlawanan masyarakat yang menjadi dasar terjadinya konflik antara 
PTPN XIV dengan warga masyarakat. Dari penggambaran sebelumnya 
keberadaan perusahaan yang menjadi penyebab terpisahnya tenaga kerja 
atau petani dengan alat produksinya. Panggung sejarah yang diciptakan 
oleh kehadiran perusahaan telah menciptakan benih-benih perlawanan 
dari kelompok masyarakat yang terpisah dari alat produksinya dan 
menjadi syarat munculnya kekuatan yang berlawan terhadap pola 
produksi yang diciptakannya sendiri. Faktor sosial ekonomi masyarakat 
seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan faktor pendukung 
terbangunnya kesadaran kolektif yang menjadi dasar terbentuknya kelas 
masyarakat yang melawan perusahaan, sehingga kesadaran tersebut 
akan mampu menilai bahwa berbagai macam persoalan yang tecipta 
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sejak masuknya perusahaan dan merupakan hal yang harus dijawab 
dengan perjuangan bersama. 
Konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu 
atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta 
adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan 
disertai dengan ancaman atau kekerasan yang sering kali menimbulkan 
korban. Korban tersebut baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak 
PTPN XIV atau kepolisian. 
Petani melakukan aksi pendudukan terhadap lahan yang telah 
ditanami tebu oleh pihak Pabrik Gula Takalar selain itu, pembakaran 
lahan, pendudukan dan pematokan areal perkebunan, pengalihan fungsi 
lahan menjadi menjadi persawahan, ternak dilepaskan di perkebunan 
tebu, serta penggagalan pembibitan lahan tebu merupakan bentuk protes 
petani guna memperoleh kembali tanah mereka. Sampai ditahun 2009 
menjadi puncak perlawanan petani Polongbangkeng Utara hingga dalam 
perjalaan perlawanan petani Polongbangkeng Utara membentuk sebuah 
forum yang mereka sebut “Forum  Rakyat Polombangkeng Bersatu” 
(FRPB) yang kemudia berganti nama dengan Sarikat Tani 
Polongbangkeng (STP).  
Faktor penyebab konflik sangat banyak sekali, seperti yang 
dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor penyebab konflik ada 
empat yaitu; perbedaan antar individu-individu, perbedaan kebudayaan, 
perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Sama seperti yang 
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dikatakan oleh Soerjono, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa 
warga di Desa Ko’mara, pemerintah setempat, dan pihak PTPN XIV juga, 
dapat diketahui faktor-faktor penyebab konflik perebutan lahan antara 
masyarakat dengan pihak PTPN XIV ialah faktor hukum , pendidikan, 
sosial  dan ekonomi yang meupakan penyebab munculnya konflik 
perebutan lahan yang terjadi di Desa Ko’mara.  Adapun beberapa faktor 
yang menjadi dasar terjadi konflik agraria pada lahan perkebunan antara 
masyarakat dengan pihak PTPN XIV, yaitu meliputi: 
5.1.1  Faktor Status Hak Kepemilikan Lahan Dan Hak Guna 
 Usaha 
 
Satu hal yang patut kita ketahui bahwa dalam perkembangan  
konstitusi negara saat ini yang sangat berpatokan pada bukti-bukti  
autentik pada kepemilikan atas tanah sementara, itu negara sendiri belum  
pernah melakukan pengaturan yang konsisten terhadap penguasaan  
terhadap tanah. UUPA 1960 yang seharusnya bisa menjamin setiap orang  
akan mendapatkan tanah juga tidak pernah dijalankan secara konsisten 
sehingga sangat banyak masyarakat yang tidak memiliki tanah bahkan 
pada perkembangannya semakin banyak masyarakat yang kehilangan  
tanahnya baik dalam skema jual beli maupun tumpang tindih atas hak  
diatasnya.  
Begitu juga yang terjadi di Desa Ko’mara, dimana  masyarakat 
yang semestinya diberikan fasilitas atau bukti-bukti autentik  terhadap 
tanah tersebut atas dasar kesejarahan tanah yang ada di  daerah dan 
yang mereka telah garap sebelumnya, akan tetapi sangat  banyak 
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masyarakat yang tidak mampu mengakses kelengkapan tersebut, ada 
banyak hal yang menyebabkannya seperti keterbelakangan pendidikan, 
ketidak pahaman tentang alur pengurusan, dan berbagai hal yang 
menyebabkan masyarakat enggan untuk memperadakan bukti-bukti 
tersebut, disisi lain upaya pemerintah untuk memastikan hal tersebut bisa 
diakses oleh semua masyarakat juga masih sangat lemah, sehingga 
sangat banyak masyarakat hingga saat ini tidak memiliki alat bukti yang 
diakui oleh negara. 
Bukti-bukti tersebut berupa: sejarah tanah, Rinci (bukti pembayaran 
Pajak) dan amplop ganti rugi dari pihak PTPN sejak tahun 1979- 1982. 
Bukti yang dimiliki oleh petani tersebut di akui oleh Hukum yang berlaku di 
Indonesia seperti, Pasal 4 UU No. 11 tahun 1959 tentang Pajak Hasil 
Bumi, menyatakan:  
“Yang wajib bayar pajak hasil bumi adalah mereka yang memilki 
hak kebendaan atas tanah. Selanjutnya: yang memilki hak 
kebendaan ialah mereka yang mempunyai  hak punya atas 
tanah, termasuk hak milik, hak gadai dan hak tahunan, sehingga  
para penggarap tanah tidak merupakan wajib pajak” selain itu, 
peraturan Negara (UU. Pokok Agraria No. 5 tahun 1960). 
 
Bukti bukti tersebut menjadi dasar bagi masyarakat dalam 
mengelolah dan menguasai lahan produksi tersebut, akan tetapi pada 
saat kedatangan perusahaan semua bukti-bukti tersebut disita oleh panitia 
pembebasan lahan dan diserahkan kepada perusahaan.  
Tidak adanya kejelasan mengenai status kepemilikan tanah atau 
lahan yang dijadikan objek perselisihan menjadi faktor utama penyebab 
terjadinya konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan pihak PTPN 
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XIV Takalar. Status kepemilikan yang tidak jelas ini menimbulkan masing-
masing pihak melakukan pengklaiman terhadap lahan tersebut. Warga 
Desa Ko’mara dan desa-desa yang lain mengklaim lahan tersebut milik 
mereka karena mereka mempunyai bukti-bukti surat tanah atas 
kepemilikan lahan yang berada diwilayah perkebunan tebu (PTPN XIV 
Takalar) melalui rinci, dan pembayaran PBB. 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan responden, 
dikatahui bahwa sebelum peralihan lahan kepada pihak perusahaan, telah 
banyak masyarakat yang memiliki alat bukti  sesuai pada masanya seperti 
rinci, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), persil yang telah 
dijelaskan oleh JK, bahwa: 
“Lahan yang awalnya hanya hutan dan ditumbuhi semak 
belukar, kemudian warga melakukan pembersihan dan 
pembuatan lahan dalam bentuk patok-patok dan kavling-
kavling yang bersifat individu (belum ada sertifikat tanah 
seperti saat ini), lama kelamaan pemerintah mengadakan 
pengakuan lahan dengan nama rinci dan surat keterangan 
sebagai bukti kepemilikian untuk administrasi pembayaran 
pajak”.39 
 
Berdasarkan Berdasarkan keterangan-keterangan diatas kita dapat 
menggambarkan bahwa  kedudukan masyarakat desa ko’mara yang 
menempati wilayah tersebut sebelum adanya kemerdekaan menandakan 
bahwa hak mereka atas lahan produksinya sudah semestinya dijamin oleh 
negara, yang pada sejarah lahan tersebut merupakan tempat bekerja bagi 
masyarakat secara turun-temurun. Selain pengakuan dari negara yang 
masyarakat butuhkan, mereka juga membutuhkan pengakuan dari 
                                                             
39  Hasil Wawancara pada tanggal 28 Mei 2016 
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sesama masyarakat dalam satu wilayah tersebut, karena hal demiakin 
yang akan menghidarkan masyarakat dari pertentangan, perselisihan atau 
konflik sesama masyarakat. Sehingga masyarakat kemuudian berinisiatif 
untuk memberikan batas batas kepemilikan dan pengakuan sesama  
masyarakat. 
Bukti-bukti tersebut menjadi dasar bagi masyarakat dalam 
mengelolah dan menguasai lahan produksi tersebut, akan tetapi pada 
saat kedatangan perusahaan semua bukti-bukti tersebut disita dan diambil 
alih secara paksa oleh panitia tim sembilan lahan waktu itu yang diketuai 
oleh Kepala Dinas PU Takalar kemudian diserahkan ke perusahaan                 
PT. Madu Baru yang dialihkan lagi ke pihak PTPN XIV Takalar. 
Di sisi lain dengan terbentuknya Sarikat Tani Polongbangkeng 
Utara (STP) sebagai wadah bagi masyarakat dalam memperjuangkan 
hak-hak kepemilikan tanahnya. Beberapa tahun terakhir STP menjadi 
pelopor bagi masyarakat untuk melakukan aksi-aksi memperjuangkan 
hak-hak kepemilikian tanah. Hal ini di ungkapkan oleh salah satu 
pengurus STP yang diwawancarai HS, yaitu: 
“Aspek yuridis atau hukum yang dimiliki oleh masyarakat 
berdasarkan bukti-bukti fisik berupa catatan rinci dan 
pembayaran pajak bumi dan bangunan yang selama ini 
dipakai oleh masyarakat sebagai bukti kepemilikan atas 
tanah yang dimilikinya”.40 
 
Pada perkembangannya semakin banyak masyarakat yang 
kehilangan tanahnya baik dalam skema jual beli maupun tumpang tindih 
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atas hak diatasnya. Begitu juga yang terjadi di desa Ko’mara, dimana 
masyarakat yang semestinya diberikan fasilitas atau bukti-bukti autentik  
terhadap tanah tanah tersebut atas dasar kesejarahan tanah yang ada di  
daerah dan yang mereka telah garap sebelumnya, akan tetapi sangat 
banyak masyarakat yang tidak mampu mengakses kelengkapan tersebut,  
ada banyak hal yang menyebabkannya seperti keterbelakangan 
pendidikan, ketidak pahaman tentang alur pengurusan, dan berbagai hal  
yang menyebabkan masyarakat enggan untuk memperadakan bukti-bukti 
tersebut, disisi lain upaya pemerintah untuk memastikan hal tersebut bisa  
diakses oleh semua masyarakat juga masih sangat lemah, sehingga 
sangat banyak masyarakat hingga saat ini tidak memiliki alat bukti yang  
diakui oleh negara. 
Keterangan di atas juga di benarkan oleh Pemerintah Desa 
Ko’mara. Pemerintah desa  menyatakan bahwa sebelum lahan tersebut 
diambil alih oleh pihak PTPN XIV, warga Desa Ko’mara yang melakukan 
aktivitas bertani di lahan tersebut yang dibuktikan dengan bukti rinci tanah 
dan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan yang selalu dibayar oleh 
masyarakat. Hal ini dituangkan dalam wawancara sebagai berikut: 
“Dari data rinci tanah yang menjadi rujukan dalam pembelian 
dan pembuatan sertifikat tanah (hukum sekarang), maka 
kepemilikan lahan itu atas nama masyarakat setempat atas 
nama orang tuanya, atas dasar inilah masyarakat melakukan 
pembayaran pajak bumi dan bangunan setiap tahun, namun 
setelah pengalihan lahan, masyarakat tidak lagi membayar 
pajak karena telah dikuasai oleh pihak PTPN XIV Takalar”.41 
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Namun harus disadari pula oleh masyarakat mengenai 
perkembangan hukum agraria di Indonesia sebagai Negara hukum. 
Perkembangan hukum Indonesia saat ini hanya berpatokan pada bukti-
bukti fisik dan autentik mengenai kepemilikian lahan secara sah dan legal 
sesuai aturan hukum yang berlaku.  UUPA Tahun 1960 yang seharusnya 
menjadi dasar pijakan hukum dalam kepemilikan lahan untuk menjamin 
setiap warga Negara atas tanah juga tidak dijalankan secara konsisten, 
sehingga banyak masyarakat menjadi korban dan bahkan tidak memiliki 
tanah serta kehilangan tanah baik dalam skema jual beli atau tumpang 
tindih atas hak diatasnya.  
Pihak PTPN XIV Takalar pun mengklaim dirinya memiliki hak 
kepemilikan melalui perjanjian sebelumnya dalam bentuk Hak Guna saha 
(HGU). Hal ini dijelaskan oleh staf Humas (KD) PTPN XIV Takalar dalam 
wawancara dengan peneliti, yaitu: 
“Penguasaan lahan yang kami lakukan dimulai sejak 
diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Tk. II yang pada 
pokoknya menjelaskan bahwa member izin kepada PT. 
Madu Baru (waktu itu) untuk pembangunan pabrik gula dan 
pengelolaan lahan perkebunan tebu, namun dalam 
perkembangannya lahan yang dikuasai tersebut beberapa 
kali mengalami peralihan penguasaan, setelah mengalami 
peralihan beberapa kali saat ini lahan tersebut telah dikuasai 
dan dikelolah oleh pihak PTPN XIV Takalar”.42 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden penelitian, bahwa 
pada awalnya penguasaan lahan yang dimiliki oleh pihak PT. Madu Baru 
akhirnya dialihkan ke pihak PTPN XIV Takalar karena telah terjadi 
                                                             
42 Hasil Wawancara pada tanggal 27 Mei 2016 
 
 
84 
 
manipulasi asset yang telah dilakukan oleh tim pembebasan lahan pada 
waktu itu, dimana lahan yang disepakati untuk dibebaskan sebesar 1000 
Ha, tetapi yang dibebaskan dan dilaporkan ke pihak PT. Madu Baru hanya 
100 Ha. 
Perubahan pengalihan penguasaan lahan yang dilakukan pada 
tahun 1996 tersebut yang dilakukan oleh PT. Madu Baru ke pihak PTPN 
XIV Takalar. melalui beberapa kali peralihan aset dan perluasan lahan, 
dapat diketahui  bahwa luas lahan yang dikuasai saat ini oleh perusahaan 
PTPN XIV Takalar seluas 6.728,15 Ha didasarkan atas kepemilikan 10 
sertifikat HGU dan 2 sertifikat HGB.  
5.1.2 Faktor Sosial dan Ekonomi (Struktur Kapitalis) 
Kesenjangan ekonomi dan sosial yang terjadi dalam kehidupan 
masyarakat sangat terlihat jelas. Salah satu penyebab konflik adalah 
kebutuhan atau kepentingan manusia tidak terpenuhi atau terhalangi oleh 
pihak lain. Faktor sosial dan ekonomi merupakan faktor determinan atau 
yang menentukan dalam sebuah konflik sebagai penyebab konflik itu 
sendiri. Dalam kondisi saat itu, pemicu dan penyebab konflik banyak 
disebabkan oleh perebutan sumber ekonomi dan stratra sosial seperti 
lahan pertanian dan perkebunan, sehingga setiap konflik terjadi, persoalan 
mereka tertuju pada distribusi ekonomi dan kesenjangan sosial yang tidak 
merata atau perebutan sumber-sumber ekonomi. 
Konflik agraria atau perubatan lahan/tanah dengan pola 
pengklaiman kepemilikan lahan/tanah di kecamatan polongbangkeng 
 
 
85 
 
yang tidak adil dan merata, secara subtansi berpengaruh pada aspek 
pemanfaatan tanah oleh petani. Masyarakat akan semakin miskin, karena 
sumber ekonomi dan kesenjangan sosial mereka hilang ditangan 
penguasa, pengusaha dan keamanan. Masyarakat sebaga pemilik lahan 
seringkali harus menderita. Kebutuhan ekonomi dalam keluarga yang 
semakin meningkat seringkali tidak terpenuhi dan kesenjangan sosial 
karena tanah sebagai sumber dan mata pencaharian mereka sudah tidak 
ada lagi karena dirampas. Ketidakdilan dalam pemanfaatan lahan tersebut 
akan menambah jumlah masyarakat miskin diakibatkan faktor ekonomi 
dan kesenjangan sosial. 
Masyarakat Desa Ko’mara terlibat langsung dalam konflik agraria 
ini sejak dulu, mereka telah kehilangan mata pencaharian, baik sebagai 
petani maupun sebagai buruh. Tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial 
yang mendesak bagi mereka tidak terpenuhi, sementara sebagian dari 
mereka yang tidak  memiliki lahan bekerja sebagai buruh di perkebunan 
dengan upah yang sangat sedikit. Secara umum masyarakat 
menginginkan penyelesaian sengketa lahan secepatnya. Masyarakat 
sudah lelah berkonflik selama berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan 
hak mereka.  
Pemikiran masyarakat Desa Ko’mara menganggap bahwa tanah 
adalah sumber ekonomi dan kesenjangan sosial bagi mereka, maka 
banyak orang yang berjuang dan mempertahankan tanah yang mereka 
miliki selama ini sebagai sumber penghasilan berarti tanah memiliki nilai 
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jual yang cukup tinggi, hal ini terjadi karena di era globalisasi tanah 
mendapat posisi teratas dalam proses tawar menawar dalam sistem 
ekonomi dan kesenjangan sosial.  
Hal ini pula yang terjadi di Desa Ko’mara mengenai konflik agraria 
pada lahan perkebunan tebu yang dikuasai oleh pihak PTPN XIV Takalar 
yang berdampak secara ekonomi bagi kehidupan masyarakat sekitar. 
Dampak ekonomi bagi dan kesenjangan sosial masyarakat terlihat dari 
tidak terpenuhinya kebutuhan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan salah seorang pengurus STP (SN), yaitu: 
“Konflik kepemilikan tanah antara masyarakat dengan pihak 
PTPN XIV Takalar selama ini sangat berdampak buruk bagi 
kehidupan masyarakat khususnya dari aspek ekonomi dan 
kesenjangan sosial, terlebih lagi dengan tidak  adanya 
kejelasan mengenai batas waktu pemakaian lahan oleh 
perusahaan melalui HGU sebagai dasar pemilikan lahan 
oleh PTPN XIV Takalar. Hal inilah yang selalu kami 
perjuangkan di STP demi terwujudnya rasa keadilan pada 
masyarakat”.43 
 
Masing-masing pihak yang berkonflik memiliki kepentingan sendiri-
sendiri. Pihak masyarakat menginginkan tanah mereka kembali untuk 
dapat digarap dan memberikan penghasilan bagi mereka untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya dari hasil bertani, sedangkan dari pihak PTPN XIV 
Takalar menginginkan tanah HGU yang sekarang dikuasai tetap 
dilanjutkan dan dimiliki sepenuhnya oleh pihak perusahaan dalam rangka 
meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan dari aspek pendapatan. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang staf Humas 
(KD) PTPN XIV Takalar memberikan penjelasan bahwa: 
“Pihak PTPN XIV Takalar menginginkan agar tanah atau 
lahan HGU yang dimiliki sekarang tetap dapat dijadikan 
sebagai aset perusahaan dan bisa dimiliki sepenuhnya 
sesuai dengan perjanjian penggunaan lahan pada awal 
penyerahan lahan tersebut”.44 
 
 Setelah tanah petani dikuasai oleh pihak PTPN XIV Takalar sumber 
utama masyarakat untuk beraktifitas sebagai petani semakin sempit. 
Jaminanganti rugi yang tidak sepadan membuat warga yang sebelumnya 
berprofesi sebagai petani terpaksa kehilangan pekerjaan mereka yang 
berimbas pada aspek perekonomian dan kesenjangan sosial mereka 
selama ini. Keterlibatan berbagai elemen pemerintahan termasuk aktor 
lokal dalam menyampaikan kepada masyarakat terkait permintaan dari 
pemerintah dan perusahaan agar masyarakat mau menyerahkan 
tanahnya untuk dijadikan lahan perkebunan tebu dan perusahaan gula 
mampu mengantisipasi perlawanan dan penolakan masyarakat pada saat 
sosialisasi.Selain itu setelah puluhan tahun PTPN XIV Takalar beroperasi 
juga tidak memberikan kesejahteraan secara ekonomi dan kesenjangan 
sosial bagi masyarakat sekitarnya. Keadaan ini memberikan indikasi 
bahwa pihak perusahaan tidak terlalu memperdulikan kondisi ekonomi 
dan kesenjangan sosial masyarakat di sekitar perusahaan, sehingga 
masyarakat yang awalnya berprofesi sebagai petani terpaksa hijrah ke 
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wilayah atau daerah lain untuk melakukan aktifitas pekerjaan seperti 
buruh, tukang batu, security dan lain-lain. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga Desa 
Ko’mara (NB) mengungkapkan bahwa: 
“Banyak warga yang terpaksa meninggalkan kampung 
halamannya untuk mencari nafkah di daerah lain diakibatkan 
tidak ada lagi lahan yang dapat dijadikan sebagai lahan 
bertani dan berkebun. Mereka mayoritas berprofesi sebagai 
buruh, tukang batu dan penjual sayur”.45 
 
Keadaan tragis ini mendorong warga mencari sumber kehidupan 
lain, ada yang memilih hijrah ke daerah lain dan ada juga yang tetap 
bertahan dengan merubah profesinya sebagai buruh harian, perternak 
sapi dan pekerjaan serabutan yang sifatnya musiman. Kondisi ini 
membuat taraf ekonomi dan kesenjangan sosial masyarakat menjadi 
memprihatinkan yang ditambah lagi dengan ketidakpedulian pihak 
perusahaan akan nasib masyarakat sekitar. Dari data pemerintah Desa 
Ko’mara (AH) berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat 
diketahui, bahwa: 
“Pekerjaan sebagai petani tidak mampu memberikan 
peningkatan ekonomi bagi masyarakat karena lahan yang 
ingin ditanami masih dalam proses perselisihan atau konflik, 
maka sebagian masyarakat di desa ini memilih untuk 
melakukan hijrah ke kampung atau desa lain untuk mencari 
nafkah menjadi buruh harian dan tukang batu”.46 
 
Meningkatnya kemiskinan yang terjadi di desa ini, hal ini terjadi 
dikalangan para pekerja yang melakukan bentuk perampasan alat 
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produksi, para petani melakukan pengrusakan pada area tanaman kebun 
tebu dan aksi-aksi perampasan lain. Keterpurukan yang terjadi dikalangan 
masyarakat tak terlepas dari aspek ekonomi dan kesenjangan sosial saja 
namun masyarakat juga harus kehilangan budaya-budaya lokalitas yang 
selama ini menjadi ciri khas yang diturunkan oleh nenek moyang mereka 
seperti ritual budaya pada saat menanam. 
Penantian masyarakat dalam begitu yang lama untuk dapat 
menggarap lahan mereka sangat berdampak bagi aspek ekonomi  dan 
kesenjangan sosial bagi masyarakat yang dapat memicu terjadi aksi 
kejahatan. Upaya perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat dengan 
membangun kelompok-kelompok untuk melakukan tindakan yang bisa 
mendapatkan perhatian dari pemerintah, berbagai gerakan masyarakat 
tersebut memiliki harapan tersendiri terhadap upaya komunikasi 
konstruktif yang akan tercipta antara pemerintah, pihak perusahaan dan 
masyarakat. Hal demikian dapat kita amati dalam upaya masyarakat 
menemui pihak pemerintah untuk hadirnya sebuah perundingan demi 
tercapainya kesepahaman bersama. 
Gaya perlawanan petani paling tidak dijelaskan dalam dua bentuk 
perlawanan, yang pertama adalah perlawanan setiap hari dalam 
pengertian kita yang biasa terhadap istilah itu yang kedua merupakan 
pembangkangan langsung yang merupakan studi tentang dunia politik 
kaum tani dan kelas buruh. Didalam perlawanan pertama, misalnya 
terdapat proses yang tenang dan setengah setengah, dimana petani liar 
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menggerogoti tanah-tanah perkebunan, didalam perlawanan yang satunya 
lagi menduduki tanah secara terbuka dan dengan terus terang menentang 
hubungan hak milik monopoli yang dilakukan oleh penguasa tanah.  
Kesamaan nasib dan pengalaman berjuang telah mengantarkan 
mereka pada suatu kesadaran kolektif dan kontradiksi yang terus berlanjut 
dan tidak terselesaikan antara masyarakat dengan perusahaan 
telahmengantarkan masyarakat pada perkembangan pengetahuan dan 
praktek berjuang hingga kesadaran akan organisasi yang akan menjadi 
alat baru dalam perjuangan masyarakat. Dalam pandangan dialektika 
meterialis kedudukan perusahaan yang terus mempertahankan kontrolnya 
terhadap objek sengketa telah membuat masyarakat hidup dalam 
penderitaan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan basis kehidupan 
materilnya menjadi penyebab terbangunnya semangat masyarakat dalam 
membangun organisasi rakyat akan tetapi pengalaman praktek berjuang 
dari masyarakat itu sendiri juga merupakan dasar dari terbangunnya 
organisasi rakyat. 
Penguasaan lahan secara otonom atas dasar HGU dan HGB oleh 
pihak PTPN XIV memperjelas bahwa struktur tipe kepemilikan lahan dari 
aspek sosial dan ekonomi yaitu tipe kapitalis (sumber agraria dikuasai 
oleh non penggarap alias perusahaan). Hal ini terlihat dari ketidakpedulian 
pihak perusahaan terhadap masyarakat sekitar dari aspek sosial yang 
berimbas pada aspek ekonomi. Ketidakpedulian pihak perusahaan yaitu, 
tidak dilibatkannya masyarakat sekitar sebagai karyawan dan penggarap 
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pada lahan tebu, serta bentuk Corporate Social Responsibility dari pihak 
perusahaan. 
Ada beberapa hal yang dikeluhkan oleh masyarakat seperti; 
keterpurukan secara ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, janji 
perusahaan yang menyatakan bahwa lahan-lahan yang dikuasai saat ini 
hanya dikontrak oleh perusahaan dalam jangka waktu 25 tahun terhitung 
sejak tahun 1978-1982 sehingga sudah semestinya lahan itu dikembalikan 
pada tahun 2007, janji-janji kesejahteraan bagi rakyat dari perusahaan 
tidak terbukti dalam kurung waktu 25 tahun, ketiadaan lapangan pekerjaan 
yang layak sehingga berdampak pada sangat banyak penduduk 
meninggalkan kampung halaman untuk mencari pekerjaan. Keadaan 
diatas merupakan alasan pokok masyarakat yang mendasari mereka 
melakukan perjuangan bersama dalam perjuangan pengembalian lahan. 
Dalam kurung waktu 10 tahun, masyarakat telah banyak melakukan 
upaya perjuangan pengembalian lahan, mereka telah mempertanyakan 
status kepemilikan lahan yang menjadi objek sengketa dengan 
mendatangi, DPR kabupaten, Bupati, DPRD provinsi hingga Gubernur 
namun pemerintah hanya memberikan penjelasan terkait HGU PTPN 
yang menandakan bahwa lahan tersebut sudah sah menjadi milik 
perusahaan dan masyarakat tidak lagi memiliki hak atas lahan tersebut, 
meskipun HGU tersebut selesai maka tanah tersebut akan dikembalikan. 
Keterangan diatas merupakan hasil dari observasi lapangan dan 
wawancara dari sejumlah informan. 
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Upaya perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat dengan 
membangun kelompok-kelompok untuk melakukan tindakan yang bisa 
mendapatkan perhatian dari pemerintah, berbagai gerakan masyarakat 
tersebut memiliki harapan tersendiri terhadap upaya komunikasi 
konstruktif yang akan tercipta antara pemerintah, pihak perusahaan dan  
masyarakat. 
Gaya perlawanan petani paling tidak dijelaskan dalam dua bentuk 
perlawanan, yang pertama adalah perlawanan setiap hari dalam 
pengertian kita yang biasa terhadap istilah itu yang kedua merupakan 
pembangkangan langsung yang merupakan studi tentang dunia politik 
kaum tani dan kelas buruh. Didalam perlawanan pertama, misalnya 
terdapat proses yang tenang dan setengah setengah, dimana petani liar 
menggerogoti tanah-tanah perkebunan, didalam perlawanan yang satunya 
lagi menduduki tanah secara terbuka dan dengan terus terang menentang 
hubungan hak milik monopoli yang dilakukann oleh penguasa tanah.47 
Dalam praktek perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Ko’mara 
pertama kali dengan membentuk kelompok-kelompok kecil yang 
dipersatukan oleh keinginan bersama yakni semangat pengembalian 
tanah, pada awalnya mereka mulai dengan mempertanyakan mengenai 
kontrak yang mereka pahami semestinya berakhir pada tahun 2007, 
pertanyaan ini pun ditujukan kepada Bupati Takalar, DPRD Takalar akan 
tetapi masyarakat tidak mendapatkan jawaban seperti yang mereka 
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butuhkan. Perjuangan masyarakat terus berlanjut hingga membentuk 
kumpulan masyarakat untuk melakukan reklaiming (pendudukan lahan) 
yang menjadi objek konflik agraria tersebut. 
5.2 Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Dan Mediasi 
Konflik Agraria antara PTPN XIV dengan Serikat Tani 
Polongbangkeng Di Kecamatan Polongbangkeng Kabupaten 
Takalar 
 
Sengketa atau konflik adalah fenomena hukum yang bersifat 
universal yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, karena 
sengketa atau konflik itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sebagai 
fenomena hukum melalui aktifitas perjanjian, setiap sengketa atau konflik 
memerlukan tindakan penyelesaian dan tidak ada suatu sengketa tanpa 
danya penyelesaian. Penyelesaian sengketa atau konflik pada kondisi 
masyarakat yang masih sederhana, di mana hubungan keakrabatan dan 
kelompok masih kuat, maka pilihan institusi untuk menyelesaikan 
sengketa atau konflik  yang terjadi di arahkan kepada institusi yang 
bersifat kerakyatan dalam bentuk musyawarah.  
Penyelesaian sengketa atau konflik  melalui bentuk musyawarah 
tanpa tindakan kekerasan. Penyelesaian sengketa atau konflik di masa ini 
lebih bersifat individualistic dan berorientasi pada perekonomian pasar, 
sering diselesaikan melalui cara-cara institusi hukum negera. 
Penyelesaian melalui cara-cara tradisonal dengan mengutamakan model 
musyawarah akan membuat kedua belah pihak yang bersengketa atau 
berkonflik akan merasakan keadilan karena tidak akan dijadikan sebagai 
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korban, karena kedua belah pihak akan memberikan solusi terbaik atas 
sengketa dan konflik yang terjadi. 
Upaya penyelesaian konflik dalam konflik perebuatan lahan antara 
masyarakat dengan pihak PTPN XIV Takalar intens dilakukan oleh 
berbagai pihak guna memberikan keadilan antara kedua belah pihak. 
Berbagai penyelesaian konflik pertanahan cukup banyak ditawarkan baik 
yang bersifat litigasi maupun non litigasi, tetapi dalam banyak hal hasilnya 
terasa kurang memuaskan. Bahkan penyelesaian melalui pengadilanpun 
terkadang dirasakan oleh masyarakat tidak memuaskan. Tidak sedikit 
mereka yang telah menduduki tanah selama bertahun-tahun ditolak 
gugatannya untuk mempertahankan hak atau mendapatkan hak karena 
adanya pihak lain yang menguasai tanah yang bersangkutan. Atau 
sebaliknya gugatan seseorang terhadap penguasaan tanah tertentu 
dikabulkan pengadilan walaupun bagi pihak yang menguasai tanah tidak 
cukup kuat atau gugatan kurang beralasan. 
Pola-pola penyelesaian konflik pertanahan di luar pengadilan yang 
dilakukan adalah; negosiasi, musyawarah mufakat dan mediasi. Negosiasi 
dilakukan dengan jalan dimana para pihak yang berkonflik duduk bersama 
untuk mencari jalan terbaik dalam penyelesaian konflik dengan prinsip 
bahwa penyelesaian itu tidak ada pihak yang dirugikan (win-win solution), 
kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Musyawarah mufakat 
adalah lengkah lebih lanjut dari negosiasi. Jika dalam negosiasi tidak 
terdapat kesepakatan yang saling menguntungkan, maka langkah lebih 
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lanjut adalah melakukan musyawarah mufakat dengan melibatkan pihak 
lain selaku penengah. Hasil musyawarah tersebut selanjutnya dibuatkan 
surat kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh para pihak dan 
para saksi.   
Adapun beberapa upaya dan peran pemerintah daerah dalam 
menyelesaikan konflik agraria antara masyarakat dengan pihak PTPN XIV 
Takalar, yaitu: 
5.2.1 Proses Mediasi Oleh Pemerintah Daerah 
Konflik dapat saja terjadi di berbagai lingkup pranata sosial 
kehidupan manusia yang meliputi konflik pada wilayah publik maupun 
wilayah private. Konflik dalam wilayah publik berkaitan erat dengan 
kepentingan umum, dimana Negara berkepentingan untuk 
mempertahankan kepentingan umum tersebut. Kejahatan dan 
pelanggaran dan pelanggaran yang dilakukan seseorang. Harus 
diselesaikan secara hukum melalui penegakan aturan pidana di 
pengadilan. Dalam kasus pidana, pelaku kejahatan atau pelanggaran 
tidak dapat melakukan tawar-menawar dengan negara sebagai penjelma 
dan penjaga kepentingan umum. Dalam dimensi ini, seorang pelaku 
kejahatan berkonflik atau bersengketa dengan negara, dan ia tidak dapat  
menyelesaikan sengketanya melalui kesepakatan atau kompensasi 
negara. 
Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki 
ruang lingkup utama berupa wilayah privat/perdata. Sengketa-sengketa 
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perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, 
bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya 
dapat diselesaikan melalui jalur mediasi.  Penyelesaian sengketa melalui 
jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun diluar pengadilan. 
Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan 
proses hukum di pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan di luar 
pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri 
yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan. 
Mediasi merupakan pengendalian konflik pertanahan yang 
dilakukan dengan cara membuat konsensus diantara dua pihak yang 
berkonflik  untuk mencari pihak ketiga yang berkedudukan netral sebagai 
mediator dalam penyelesaian konflik. Penyelesaian secara mediasi baik 
yang bersifat tradisional ataupun melalui berbagai Lembaga Alternative 
Dispute Resolution (ADR) mempunyai kelebihan bila dibandingkan 
dengan berperkara di muka pengadilan yang tidak menarik dilihat dari segi 
waktu, biaya dan pikiran/tenaga. Disamping itu kurangnya kepercayaan 
atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala administrasi yang 
meliputinya membuat pengadilan merupakan pilihan terakhir untuk 
penyelesaian sengketa.  
Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan 
kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan yang dicapai 
menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan 
demikian solusi yang dihasilkan mengarah kepada solusi terbaik solution. 
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Proses pendekatan yang obyektif terhadap sumber sengketa lebih dapat 
diterima oleh pihak-pihak yang memberikan hasil yang saling 
menguntungkan, dengan catatan bahwa pendekatan itu harus 
menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik dan 
bukan pada posisi atau kedudukan para pihak. Kemampuan yang 
seimbang dalam proses negosiasi atau musyawarah. Perbedaan 
kemampuan tawar menawar akan menyebabkan adanya penekanan oleh 
pihak yang satu terhadap yang lain. 
Kemiskinan yang terjadi dan semakin meningkat dikalangan kelas 
pekerja dalam bentuk perampasan alat produksi juga pemisahan antara 
tenaga kerja dan sasaran kerjanya akan mendorong para pekerja untuk 
menjadi sadar akan kepentingan mereka secara kolektif hingga 
melakukan perlawanan. Dilain sisi pengalaman berjuang yang dilakukan 
oleh setiap individu atau kelompok juga akan memberikan pengetahuan 
tentang sebuah metode berjuang yang menyandarkan pada kekuatan 
sendiri sebagai tumpuan perjuangan.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah Desa Ko’mara 
(AH) mengenai konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pihak PTPN 
XIV Takalar dan upaya penyelesaian yang dilakukan, yaitu: 
“Posisi saya dalam konflik ini ialah tidak dalam mendukung 
salah satu pihak yang berkonflik, selain itu juga saya tidak 
memaksakan kehendak kami selaku pemerintah desa untuk 
menuruti sara-saran yang kami berikan, melainkan upaya-
upaya yang kami lakukan lebih fokus pada aspek 
mendamaikan kedua belah pihak melalui jalur musyawarah, 
urung rembuk dan duduk bersama mencari solusi bersama. 
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Mediasi inilah yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai 
tempat melakukan komunikasi dan koordinasi”.48 
 
Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa posisi 
pemerintah dalam menangani konflik antar kedua belah pihak itu netral. 
Netral dalam artian bahwa tidak ada yang dibela dan didukung melainkan 
lebih pada aspek mencarikan solusi yang seadil-adilnya. Adapun upaya 
mediasi ini semata-mata untuk memberikan kesempatan kepada kedua 
belah pihak untuk masing-masing dapat mengutarakan pendapat dan 
pembelaannya sesuai dengan fakta-fakta yang autentik. Mediasi ini 
melibatkan pihak PTPN XIV Takalar, pengurus STP, tokoh masyarakat 
dan pemerintah itu sendiri. 
Perjuangan masyarakat Desa Ko’mara dalam upaya 
mengembalikan lahan yang saat ini dikuasai dan dikelolah oleh PTPN XIV 
merupakan konsekuensi dari berbagai keterpurukan yang dialami petani, 
baik soal ekonomi dan juga soal kebudayaan seperti yang telah dijelaskan 
diatas. Dari 25 tahun tanpa tanah 25 tahun kehilangan kebudayaan 
menanam dan panen kini saatnya kita mengembalikan tradisi kalimat ini 
juga diungkapkan salah seorang petani pada saat mereka melakukan aksi 
penahanan pengelolaan pihak perusahaan diatas lahan yang menjadi 
objek konflik agraria.   
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus STP, 
(UN) mengungkapkan bahwa: 
                                                             
48 Hasil Wawancara pada tanggal 28 Mei 2016 
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“Selama ini peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik 
agraria yang melibatkan masyarakat dan pihak PTPN XIV 
Takalar terkesan sangat lamban dan tidak sepenuh hati, 
sehingga masyarakat melakukan aksi-aksi yang sifatnya 
prontal agar dapat diperhatikan oleh pemerintah. Disisi lain 
pihak STP tidak menolak upaya mediasi yang dilakukan 
pihak pemerintah karena upaya tersebut juga dianggap 
sebagai hal yang penting”.49 
 
Pengendalian konflik melalui jalur mediasi dilakukan apabila kedua 
pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai 
mediator. Pihak ketiga inilah yang akan memberikan pemikiran dan 
nasihat tentang cara terbaik menyelesaikan konflik, sekalipun pemikiran 
itu tidak mengikat namun bisa memberikan penyelesaian yang lebih baik. 
Cara seperti ini mengurangi irasional yang biasa timbul dan muncul dalam 
sebuah konflik.  
Beradasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan atau 
responden masyarakat setempat (JK) mengungkapkan, bahwa: 
  “Kinerja pemerintah belum maksimal, masa melakukan  
  perdamaian melalui jalur mediasi atas kedua belah pihak  
  yang berkonflik dinilai sangat lambat karena telah banyak  
  memakan korban sebelumnya”.50 
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 Hasil Wawancara pada tanggal 29 Mei 2016 
50 Hasil Wawancara pada tanggal 29 Mei 2016 
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Perjuangan panjang yang dilakukan oleh masyarakat akhirnya 
ditanggapi oleh pemerintah dan perusahaan dengan menjelaskan kepada 
masyarakat yang melakukan perlawanan bahwa lahan-lahan tersebut  
telah sah dimiliki oleh perusahaan dengan alasan HGU seperti yang 
dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Sejak tahun 2005 masyarakat 
yang dahulu meninggalkan kampung halaman juga mulai berangsur 
kembali dengan harapan akan kembali melakukan aktifitas bertani diatas 
lahan milik sendiri yang selama ini dikontrak oleh perusahaan, 
kebanyakan dari mereka memulai dengan bekerja menjadi buruh tebang 
tebu untuk menutupi kebutuhan hidup sehari hari sambil menunggu dan 
mempertanyakan pengembalian lahan yang sudah dikuasai oleh 
perusahaan selama 25 tahun, hingga cerita atau issu harapan 
pengembalian lahan mulai menyebar di kalangan masyarakat. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 
salah satu staf Humas PTPN XIV Takalar (KD) mengugkapkan, bahwa: 
“Pihak perusahaan masih bersikukuh menggunakan lahan 
yang tertera dalam HGU sebagai hak kepemilikan untuk 
dijadikan sebagai aset perusahaan. Namun upaya-upaya 
mediasi dan pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah 
kabupaten, DPRD dan pihak lain dalam rangka mencari 
solusi tetap menjadi fokus kami, tanpa harus meninggalkan 
hak masing-masing sesuai perjanjian sebelumnya”.51 
 
Penantian pengembalian lahan selama 25 tahun bagi masyarakat  
merupakan waktu yang sangat lama untuk menghadapi persoalan  
perekonomian, disisi lain diareal perumahan masyarakat terhampar ribuan 
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hektar lahan perkebunan tebu yang tidak memberikan manfaat terhadap 
masyarakat, hingga akhirnya masyarakat memulai satu tindakan 
perlawanan yang ditujukan untuk menuntut pengembalian lahan. Upaya 
perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat dengan membangun 
kelompok-kelompok untuk melakukan tindakan yang bisa mendapatkan 
perhatian dari pemerintah, berbagai gerakan masyarakat tersebut memiliki 
harapan tersendiri terhadap upaya komunikasi konstruktif yang akan 
tercipta antara pemerintah, pihak perusahaan dan masyarakat. Hal 
demikian dapat kita amati dalam upaya masyarakat menemui pihak 
pemerintah untuk hadirnya sebuah perundingan demi tercapainya 
kesepahaman bersama. 
Dari pelaksanaan mediasi yang dilakukan sebagai salah satu 
upaya untuk menyelesaikan konflik, maka aktor-aktor yang harus berperan 
maksimal ialah pihak pemerintah daerah Kab. Takalar (Bupati dan BPN, 
Camat dan Kepala Desa) mewakili pihak eksekutif, pihak DPRD Takalar 
mewakili pihak legislatif dan pihak pengadilan (hukum) mewakili pihak 
yudikatif. Ketiga elemen aktor ini menjadi harapan bagi masyarakat dalam 
menyelesaikan konflik agraria yang sudah berpuluh-puluh tahun 
berlangsung serta sudah banyak menimbulkan kerugian (nyawa, harta 
dan benda) baik dari pihak masyarakat maupun pihak perusahaan. 
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Berdasarkan hasil mediasi yang dilakukan, maka dapat disimpulkan 
kronologis mediasi berdasarkan aktor yang terlibat dalam proses mediasi 
tersebut, yaitu; 
Tabel IV. Hasil Diskusi Forum Mediasi 
No. Aktor Mediasi Solusi/Saran 
1. Pemerintah Daerah 
a. Bupati 
 
 
 
 
b. BPN 
 
 
c. DPRD 
 
 
 
d. Camat 
 
 
e. Kepala Desa 
 
Pihak pemerintah daerah akan 
membentuk tim terpadu untuk mengkaji 
secara komprehensif permasalahan ini, 
sehingga tidak ada pihak yang merasa 
dirugikan. 
Melakukan analisa dan kajian aspek 
formil persyaratan kepemilikan lahan dari 
kedua belah pihak. 
Menampung seluruh aspirasi masyarakat 
sebagai bahan kajian dan pertimbangan 
dalam proses legislasi dan pengawasan 
terhadap konflik agraria. 
Memfasilitasi masyarakat berdasarkan 
bukti-bukti kepemilikan untuk dijadikan 
rujukan ke pihak BPN. 
Menfasilitasi masyarakat berdasarkan 
petak-petak tanah yang diklaim untuk 
dijadikan sebagai dasar pembuatan ukti-
bukti untuk diajukan ke pihak BPN. 
2. Masyarakat 
a. Tokoh Adat 
 
 
 
 
Pihak pemerintah tidak boleh 
membiarkan konflik ini terus berlanjut 
tanpa memberikan aspek hukum yang 
jelas karena masyarakat sudah 
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b. Tokoh 
Masyarakat 
menggarap lahan tersebut secara turun 
temurun. 
Setiap pembahasan mengenai sengketa 
lahan ini harusnya pihak pemerintah dan 
DPRD mengundang kedua belah pihak 
dalam setiap perumusan solusi konkrit. 
3. Pihak PTPN XIV Kami melakukan aktivitas penggarapan 
lahan atas dasar HGU dan HGB yang 
telah dibuat sebelumnya, sehingga 
dibutuhkan kepastian hukum yang lebih 
komprehensif dalam kepemilikan lahan 
tersebut 
4. STP 1) Organisasi kami ini bukan sebagai 
alat atau media perlawanan semata, 
tapi kehadiran STP lebih kepada 
aspek kemanusian karena tidak 
adanya status yang jelas, baik ke 
masyarakat maupun kepihak PTPN 
XIV. 
2) Perlawanan yang dilakukan oleh STP 
lebih kepada perjuangan hak-hak 
masyarakat yang merasa di ambil 
paksa tanpa ada proses mediasi dan 
hukum yang pasti. 
Sumber: Analisa Kesimpulan Forum Mediasi  Tahun 2016 
5.2.2 Upaya Konsolidasi dan Konsiliasi Melalui Organisasi 
STP 
Untuk mengukur peranan pemerintah dalam melakukan konsolidasi 
dan konsiliasi dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan seperti 
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mengidentifikasi permasalahan, mencari dan mengumpulkan informasi 
dari masing-masing pihak yang berkonflik, mendatangi pihak-pihak yang 
berkonflik dan mendengarkan tuntutan serta melakukan lobi terhadap 
masing-masing pihak untuk menyatukan perbedaan. Dalam skema 
konsolidasi dan konsoliasi aktifitas kedua belah pihak untuk saling 
mempengaruhi dan melengkapi dari data dan informai yang bisa dijadikan 
sebagai sebuah solusi dari konflik yang terjadi.  
Patut dicermati bahwa pengalaman praktek berjuang sejak tahun 
2007 dan 2009 sampai sekarang yang dilakukan oleh masyarakat seperti 
yang dijelaskan oleh pihak pengurus STP, dengan keberhasilan atau 
tanpa keberhasilan,kekalahan atau kemenangan, dan kerugian atau 
keuntungan dari metode berjuang yang mereka lakukan tentu akan 
menjadi  suatu pengalaman dan pembelajaran penting bagi mereka dalam 
melakuan perjuangan pengembalian hak.   
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengurus STP (HS), 
yang menjelaskan, bahwa: 
“STP didirikan pada tahun 2007, dengan inisiator utama 
ialah para petani yang selama ini banyak melakukan 
perjuangan. Pola pergerakan dan nasib yang sama dalam 
menuntut hak pengembalian lahan mereka, maka kami 
bersepakat untuk membentuk organisasi yang sama yaitu 
Serikat Tani Polongbangkeng (STP), yang memiliki visi 
memperjuangkan hak-hak para petani polongbangkeng utara 
dalam menuntut dan mendapatkan hak kembali”.52 
 
Kesamaan nasib dan pengalaman berjuang telah mengantarkan 
mereka pada suatu kesadaran kolektif dan kontradiksi yang terus berlanjut 
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dan tidak terselesaikan antara masyarakat dengan perusahaan telah 
mengantarkan masyarakat pada perkembangan pengetahuan dan praktek 
berjuang hingga kesadaran akan organisasi yang akan menjadi alat baru 
dalam perjuangan masyarakat. Dalam pandangan dialektika meterialis 
kedudukan perusahaan yang terus mempertahankan kontrolnya terhadap 
objek sengketa telah membuat masyarakat hidup dalam penderitaan dan 
tidak mampu memenuhi kebutuhan basis kehidupan materilnya menjadi 
penyebab terbangunnya semangat masyarakat dalam membangun 
organisasi rakyat akan tetapi pengalaman praktek berjuang dari 
masyarakat itu sendiri juga merupakan dasar dari terbangunnya 
organisasi rakyat. 
Upaya merealisasi perubahan yang akan menjadi basis dari 
demokrasi dan keadilan sosial, merupakan agenda penting yang tidak 
akan terwujud hanya dengan mengandalkan kekuatan individu. Diperlukan 
organisasi yang tangguh, tahan banting, dan mampu mengantisipasi 
perubahan atau perkembangan yang terjadi.53  
Terbangunnya organisasi merupakan perkembangan dari metode 
berjuang. Sejalan dengan keterangan diatas, hasil observasi menunjukkan 
bahwa kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya terpisah-pisah 
dalam memperjuangkan hak atas tanah meski melakukan perjuangan 
yang sama telah melalui berbagai pengalaman praktek memperjuangkan 
pengembalian hak atas tanah sehingga mereka dapat memahami arti 
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 Timur Mahardika, 2000, Gerakan Massa, Mengupayakan Demokrasi dan keadilan 
Secara Damai. Yogjakarta: Laperta Pustaka Utama. hlm 198 
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penting persatuan dan organisasi, hingga pada perkembangannya mereka 
telah mampu disatukan dalam satu organisasi tani STP yang menurut 
mereka terpimpin dalam satu kesepakatan berjuang secara bersama, hal 
ini juga didasari oleh kepentingan bersama dalam mengahadapi masalah 
pada saat melakukan upaya pengembalian lahan. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ke 
masyarakat setempat (NB), mengungkapkan bahwa: 
“Pada prinsipnya kami sepakat dengan yang dibentuk oleh 
para petani polongbangkeng utara untuk membentuk 
gerakan sosial kemasyarakatan  yaitu Serikat Tani 
Polongbangkeng (STP) sebagai wadah perjuangan para 
petani dan menuntut dan mendapatkan hak tanah dan lahan 
mereka kembali”.54 
 
Masyarakat pada kesadaran kolektif untuk membentuk organisasi 
sebagai wadah pemersatu dan alat perjuangan bagi masyarakat dengan 
harapan perjuangan selanjutnya yang akan dipimpin oleh organisasi akan 
lebih baik dan mampu menghindarkan masyarakat dari berbagai ancaman 
yang mereka alami sebelum terbangunnya organisasi. Organisasi ini juga 
mendapat respon yang baik dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, 
pemerintah daerah dan DPRD Takalar, sehingga kami yakin dengan 
adanya wadah organisasi ini dapat menjadi wadah perjuangan para 
petani.  
Hasil wawancara dengan pemerintah daerah mengenai konsolidasi 
dan konsiliasi pembentukan STP di daerah ini (SN), yaitu: 
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“Pembentukan STP merupakan wujud konsolidasi dan 
konsoliasi yang dilakukan seluruh petani di daerah 
Polongbangkeng Utara yang direspon baik oleh pemerintah 
daerah, ketimbang para petani bergerak secara sendiri-
sendiri dalam memperjuangkan hak-hak mereka”.55 
 
Dalam upaya mencari penyelesaian konflik tersebut aparat Brimob 
yang hadir disetiap desa di kecamatan polongbangkeng utara juga 
menunjukkan watak yang keras dengan mengedepankan penyelesaian 
yang parsial dengan prosedur hukum biasa, misalnya penangkapan 
terhadap yang melanggar hukum kan ditindak pidana, akan tetapi 
tindakan itu juga menunjukkan satu bentuk keberpihakan karna selama 
terjadinya konflik dimana mayoritas korban setiap kali terjadi bentrokan 
berasal dari masyarakat akan tetapi tidak ada satupun yang ditangkap 
pelaku kekerasan terhadap masyarakat. Hal demikian tentu semakin 
memperteguh keinginan masyarakat untuk membentuk perlawanan yang 
lebih progresif dengan membentuk organisasi. 
Membangun organisasi  rakyat STP. Sementara itu pembangunan 
organisasi (STP) telah berdampak pada perjuangan yang dilakukan oleh 
masyarakat itu sendiri, dimana berbagai persoalan yang muncul kemudian 
atas perjuangannya dapat diselesaikan dengan persatuan dan 
kepemimpinan agenda perjuangan yang dipimpin secara organisasi. 
Organisasi mampu memimpin kepentingan anggotanya kearah yang lebih 
baik dan tentu hal itu menjadi satu kunci sehingga anggotanya dapat 
terorganisir dan terpimpin dengan berbagai keputusan organisasi.  
                                                             
55 Hasil Wawancara pada tanggal 29 Mei 2016 
 
 
108 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan ke salah satu staf 
Humas PTPN XIV Takalar (KD) mengenai pembentukan STP, maka 
mereka menjelaskan bahwa: 
“Pihak PTPN XIV Takalar tidak keberatan dengan adanya 
wadah atau organisasi STP yang dibentuk oleh para petani 
Polongbangkeng Utara sebagai wadah penampung aspirasi 
mereka, bagi perusahaan organisasi tersebut dapat menjadi 
media konsolidasi bagi kami untuk membangun komunikasi 
dalam dengan para petani”.56 
 
Peran pemerintah sendiri yang lebih mendukung kedudukan 
perusahaan melalui pengerahan aparat untuk pengamanan perusahaan, 
dan juga tergambarkan pada sikap yang diberikan oleh pemerintah pada 
setiap forum-forum mediasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 
mempertemukan antara pihak STP dengan perusahaan memberi dampak 
terhadap semakin kokohnya keinginan masyarakat untuk berorganisasi.  
STP menjadi satu satunya wadah perjuangan yang dapat 
mempersatukan masyarakat dan akan terus berupaya memperjuangkan 
akan adanya perubahan keadaan yang saat ini dihadapi oleh anggotanya, 
anggota organisasi percaya bahwa hal-hal yang menjadi tuntutan 
masyarakat hanya akan bisa tercapai dengan pembangunan dan 
perjuangan melalui organisasi.  
Sejak berdirinya sampai sekarang STP menjadi wadah produktif 
yang paling sering digunakan oleh masyarakat Kecamatan 
Polongbangkeng Utara dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Oleh 
karena lembaga ini bukan lembaga pribadi melainkan lembaga bersama, 
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maka mereka bersepakat bahwa tidak ada yang menjadi pemilik secara 
individu tetapi milik bersama sebagai wadah perjuangan. 
Berdasarkan hasil mediasi, konsolidasi dan konsoliasi yang 
dilakukan, maka sampai saat ini tanah sengketa yang menjadi konflik 
selama ini masih dimiliki oleh pihak PTPN XIV atas dasar HGU dan HGB 
yang dimiliki. Namun dari upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat 
melalui STP ke pihak Pemerintah daerah (Bupati/DPRD/BPN) sampai ke 
jalur hukum tersu diupayakan. 
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BAB VI 
PENUTUP 
6.1 Kesimpulan 
Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pihak PTPN XIV 
Takalar (pihak keamanan) menjadi bentuk intimidasi kehidupan bagi 
kedua belah pihak. Konflik itu melibatkan antara masyarakat yang 
tergabung dalam Serikat Tani Polongbangkeng (STP) dengan pihak PTPN 
XIV. Konflik itu berupa sengketa atas tanah dimana perusahaan memiliki 
alas hak berupa Hak Guna Usaha, sementara masyarakat mengandalkan 
sejarah tanah, alat-alat bukti yang masih tersisa. Konflik agraria antara 
PTPN XIV dengan STP  dari sejak tahun 2007 sampai sekarang masih 
berlanjut.  Selain itu mereka menganggap bahwa tanah telah dimiliki 
secara turun-temurun dan hanya dikontrak selama kurang lebih 25 tahun 
oleh perusahaan terhitung sejak 1980. Aksi-aksi yang terjadi menelan 
banyak korban, baik korban materil, korban nyawa dan harta benda. Oleh 
sebab itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa: 
a. Faktor-faktor yang menjadi pemicu konflik antara masyarakat (STP) 
dengan pihak PTPN XIV Takalar (pihak keamanan) yaitu: 
1. Faktor Status kepemilikan hak  lahan merupakan salah satu faktor 
pemicu konflik antara masyarakat (STP) dengan pihak PTPN XIV. 
Masyarakat mengacu pada daftar rinci, surat keterangan dan 
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bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan yang diperoleh 
masyarakat. Sementara pihak PTPN XIV Takalar tetap mengacu 
pada HGU yang telah diserahkan oleh perusahaan sebelumnya 
atas kesepakatan dan perjanjian yang telah dilakukan dengan 
pihak pemerintah.  
2. Faktor sosial dan ekonomi yaitu, hal ini terlihat dari 
ketidakpedulian pihak perusahaan terhadap masyarakat sekitar 
dari aspek sosial yang berimbas pada aspek ekonomi. 
Ketidakpedulian pihak perusahaan yaitu, tidak dilibatkannya 
masyarakat sekitar sebagai karyawan dan penggarap pada lahan 
tebu, serta bentuk CSR dari pihak perusahaan. 
b. Peran pemerintah dalam melakukan penyelesaian konflik antara 
masyarakat (STP) dengan pihak PTPN XIV Takalar (pihak keamanan) 
yaitu: 
1. Proses mediasi oleh pemerintah daerah melalui forum-forum 
diskusi dan pertemuan yang melibatkan kedua belah pihak 
(petani dan PTPN XIV Takalar) serta pihak lain yang memiliki 
kepentingan yang sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
(eksekutif, legislatif dan yudikatif).  
2. Upaya konsolidasi dan konsoliasi dalam membentuk wadah 
organisasi Serikat Tani Polongbangkeng (STP) yang diprakarsai 
oleh para petani dari seluruh desa di Kecamatan 
Polongbangkeng Utara yang diberikan oleh pemerintah.  
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6.2  Saran 
Terkait dengan resolusi konflik yang terjadi antara masyarakat 
dengan pihak PTPN XIV Takalar (pihak keamanan) maka penulis 
berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan ialah: 
1. Seyogyanya proses perubahan peruntuhkan lahan  dari hak 
kepemilikan ke hak guna usaha seharusnya dilakukan lebih 
baik sehingga pemilik tanah merasa telah menjual kepada 
Pemerintah (PTPN XIV Takalar). 
2. Bukti peralihan di peruntukkan lahan tersebut harus jelas 
dan disosialisasikan kepada masyarakat dan seyogyanya 
pembebasan lahan dilakukan secara transparan dan 
langsung  ke rekening pemilik lahan. 
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Lampiran I. INSTRUMEN PENELITIAN 
 
 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
 
 
A. IDENTITAS DIRI 
Nama   : 
Usia   : 
Pendidikan  : 
Pekerjaan  : 
 
B. PERTANYAAN 
1. Kapan Serikat Tani Polongbangkeng Utara Didirikan dan tujuannya apa? 
2. Bagaimana kondisi masyarakat petani Polongbangkeng Utara sebelum ada 
konflik tanah dengan PTPN XIV? 
3. Bagaimana hubungan masyarakat (STP) dengan pihak PTPN XIV sebelum 
konflik terjadi? 
4. Bagaimana status kepemilikan tanah yang menjadi pemicu konflik antara 
Serikat Tani Polongbangkeng Utara dengan PTPN XIV? 
5. Sejak kapan konflik tanah antara Serikat Tani Polongbangkeng Utara dengan 
PTPN XIV terjadi? 
6. Apa yang melatarbekangi terjadi konflik antara Serikat Tani Polongbangkeng 
Utara dengan PTPN XIV? 
7. Menurut Bapak/Ibu/Saudara(i) faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan 
konflik antara Serikat Tani Polongbangkeng Utara dengan PTPN XIV? 
8. Bagaimana kondisi masyarakat petani Polongbangkeng Utara pasca konflik 
tanah dengan PTPN XIV sampai sekarang? 
9. Apakah sudah ada mediasi/perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah 
mengenai konflik antara Serikat Tani Polongbangkeng Utara dengan PTPN 
XIV? 
UNTUK TOKOH 
MASYARAKAT DAN 
STP 
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10. Bagaimana dampak sosial ekonomi pasca konflik antara Serikat Tani 
Polongbangkeng Utara dengan PTPN XIV? 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
A. IDENTITAS DIRI 
Nama   : 
Usia   : 
Pendidikan  : 
Pekerjaan  : 
 
B. PERTANYAAN 
1. Sejak kapan konflik agraria antara Serikat Tani Polongbangkeg Utara (STP) 
dengan PTPN XIV terjadi? 
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana status kepemilikan lahan/tanah dikawasan 
PTPN XIV? 
3. Menurut Bapak/Ibu apa yang melatarbelakangi terjadi konflik agraria antara 
Serikat Tani Polongbangkeng Utara (STP) dengan PTPN XIV? 
4. Apakah sebelumnya sudah ada upaya atau mediasi (perdamaian) antara 
Serikat Tani Polongbangkeng Utara (STP) dengan PTPN XIV? 
5. Menurut Bapak/Ibu solusi apa yang dapat diberikan untuk menyelesaikan 
konflik agraria antara Serikat Tani Polongbangkeng Utara (STP) dengan 
PTPN XIV? 
6. Dampak apa yang dialami oleh pihak PTPN XIV sejak terjadinya konflik 
tersebut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNTUK PIHAK  
PTPN XIV 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
A. IDENTITAS DIRI 
Nama   : 
Usia   : 
Pendidikan  : 
Pekerjaan  : 
 
B. PERTANYAAN 
1. Menurut Bapak/Ibu Lahan atau Tanah yang bersengketa di Daerah 
Kecamatan Polongbangkeng Utara merupakan milik PTPN XIV atau 
masyarakat sekitar? 
2. Sejak kapan ada permasalahan atau konflik tanah antara Serikat Tani 
Polongbangkeng Utara (STP) dengan PTPN XIV? 
3. Apa tindakan Pemerintah untuk mengatasi masalah konflik tersebut? 
4. Apa yang Bapak/Ibu/Saudara(i) ketahui mengenai konflik antara Serikat Tani 
Polongbangkeng Utara dengan PTPN XIV? 
5. Apa yang melatarbekangi terjadi konflik antara Serikat Tani Polongbangkeng 
Utara dengan PTPN XIV? 
6. Menurut Bapak/Ibu/Saudara(i) faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan 
konflik antara Serikat Tani Polongbangkeng Utara dengan PTPN XIV? 
7. Menurut Bapak/Ibu solusi apa yang paling tepat untuk menyelesaikan dan 
mengatasi masalah konflik tersebut? 
8. Bagaimana dampak sosial ekonomi pasca konflik antara Serikat Tani 
Polongbangkeng Utara dengan PTPN XIV? 
 
 
 
 
 
UNTUK PEMERINTAH 
DAERAH 
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Lampiran II. DOKUMENTASI FOTO-FOTO AKSI STP  
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